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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) pelaksanaan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan; (2) bagaimana keberhasilan pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) 
melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan; (3) faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana 
dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 
ini adalah anggota Lembaga Kewadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana, dan 
fasilitator kelurahan (faskel) PNPM-MP, serta Pemerintah Desa Patalan, dan 
penerima manfaat (masyarakat) sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 
merupakan instrument utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh 
pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Teknik 
analisis daya yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Siklus pelaksanaan program 
PNPM MP dibedakan menjadi 3 (tiga) siklus tahunan yaitu : a) siklus satu yang 
terbagi dalam tujuh tahapan kegiatan, b) Siklus dua dengan tiga tahapan kegiatan, 
c) Siklus tiga sama dengan siklus dua; 2) Keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP 
dapat diamati dari segi sosial, ekonomi, dan politik; 3) Faktor pendukung secara 
internal yaitu adanya orang-orang yang berjiwa sosial yang aktif. Faktor 
pendukung secara eksternal yaitu adanya partisipasi masyarakat dan adanya BLM 
(Bantuan Langsung Masyarakat). Faktor penghambat secara internal yaitu tidak 
semua anggota LKM aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Terlebih adanya 
kekosongan posisi Unit Pengelola Sosial (UPS). Faktor penghambat secara 
eksternalnya yaitu kurangnya partisipasi dan kerjasama Pemerintah Desa Patalan 
dan juga belum melaksanakan kegiatan kemitraan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 
seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Akan tetapi, dalam kenyataan masalah 
kesenjangan sosial secara mendasar  belum dapat dipecahkan. Menyadari 
keadaan ini kita harus berupaya mencari jalan agar kesenjangan ini dapat 
diperkecil tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya 
adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang 
masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan, keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar lebih 
berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi, dan demokrasi. 
Berbicara tentang upaya pemberdayaan masyarakat memang tidak 
dapat terlepas dari keberadaan dan peranan organisasi. Menurut pendapat 
Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) menyatakan bahwa : 
“Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya 
merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, 
penguatan, dan penegakan nilai-nilai, ide-ide, gagasan, tata 
kelakuan, dan  norma-norma yang disepakati bersama (social 
capital) yang berdasar atas moral yang dilembagakan, dan 
mengatur masyarakat dalam kehidupan sosial budaya serta 
mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi 
kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang 
jauh dari moralitas.” 
 
 Dari pendapat tersebut dapat dipahami bagaimana esensi sebuah organisasi 
dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam proses pemberdayaan. 
Ketidakterbatasan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan telah 
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menghadapkan manusia pada kebutuhan untuk berorganisasi. Demikian pula 
karakteristik manusia sebagai makhluk sosial, tidak memungkinkan manusia 
hidup wajar tanpa berorganisasi. Organisasi telah dibentuk sejak manusia 
berada di muka bumi, didorong oleh motif diatas.  
Menurut Trewatha dan Newport dalam J. Winardi (2009 : 53) 
organisasi merupakan struktur sosial yang didesain guna mengoordinasi 
kegiatan dua orang atau lebih melalui suatu pembagian kerja dan hierarki 
otoritas guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu. 
Sejalan dengan definisi tersebut Sondang P. Siagian (2000:53) 
mengemukakan makna  organisasi sebagai berikut : 
“organisasi merupakan sekelompok orang dalam suatu tempat atau 
wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional, 
sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan 
sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa 
teori dan perspektif mengenai organisasi. Dari teori organisasi dan 
pengembangannya, diketahui paling sedikit tiga faktor yang 
berpegaruh terhadap struktur organisasi. Ketiga faktor itu ialah 
kompleksitas organisasi, tingkat formalisasi yang diterapkan dan pola 
pengambilan keputusan, apakah bersifat sentralisasi atau 
desentralisasi”. 
 
 Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa 
aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan 
perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. 
Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui 
keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya karena memberikan kontribusi 
pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-
anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.  
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Dari beberapa bentuk organisasi yaitu organisasi sosial, organisasi 
informal dan organisasi niaga, dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada 
organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk 
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup 
bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan 
tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Melalui suatu organisasi, 
masyarakat dapat berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi 
masalah. Pada umumnya masyarakat lebih mengenal organisasi sosial ini 
dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam terjemahan 
harfiahnya dari bahasa inggris dikenal juga sebagai organisasi non-
pemerintah (ornop) atau NGOs (Non-Govermental Organization) yang 
tersebar baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
Organisasi ini bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun 
negara dan dalam kegiatannya pun tidak bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan akan tetapi kegiatannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat 
umum. 
Salah satu lembaga swadaya masyarakat ditingkat nasional yang 
berkembang untuk memberdayakan masyarakat adalah Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM-MP ). PNPM Mandiri 
Perkotaan sebagai kelanjutan Program Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan (P2KP) pada hakekatnya adalah gerakan nasional yang dijalankan 
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oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan 
kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk 
meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan 
kualitas hidup  dan tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 
manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu 
sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek 
kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai 
masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong 
miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan 
mereka sehari-hari. Hal tersebut disebabkan mereka merasakan dan menjalani 
sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Kesadaran akan kemiskinan 
yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan 
kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong 
mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. 
Kemiskinan akan meningkat dalam situasi dimana perilaku atau sikap dan 
cara pandang masyarakat yang belum berdaya, sehingga terus bergantung 
pada lingkungannya atau bahkan orang-orang disekitarnya. 
Banyaknya warga miskin ini menuntut berbagai upaya yang dapat 
memberikan akses untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu 
diantara upaya tersebut adalah menyediakan program pemberdayaan 
masyarakat yang dapat memberikan keterampilan, meningkatkan kemandirian 
dan peran serta masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial 
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dan ekonominya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang tidak 
dapat dilakukan secara partial, tetapi membutuhkan strategi pendekatan yang 
menyeluruh. 
PNPM-MP dalam melaksanakan proses pemberdayaannya juga 
menggunakan pendekatan yang menyeluruh yaitu melalui tridaya kegiatan 
antara lain kegiatan fisik/lingkungan, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. 
PNPM-MP memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab 
kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat utamanya para 
pimpinan yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai 
luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pemberdayaan 
masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM-MP dengan tujuan untuk 
menciptakan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan 
dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan 
atau pemangku kepentingan lainnya. Pemberdayaan masyarakat juga 
merupakan salah stu bidang dalam Pendidikan Luar Sekolah yang kini telah 
disadari oleh masyarakat sebagaisarana pengemabangan bakat dan 
memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya atau kurang mandiri menjadi 
lebih berdaya dan mandiri. Pelaku pembangunan adalah masyarakat sendiri, 
yaitu dengan membentuk lembaga tingkat lokal atau Desa yang dapat kita 
sebut sebagai Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk 
melaksanakan tridaya kegiatannya. 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat merupakan lembaga pimpinan 
kolektif dari suatu himpunan warga masyarakat ditingkat Kelurahan / Desa. 
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Lembaga ini merupakan suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang 
dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-
nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi 
modal sosial (capital social) kehidupan masyarakat. Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan 
mengangkat azas nilai kepedulian, kejujuran, dan kerelawanan yang berpihak 
pada masyarakat margin atau masyarakat kurang mampu. Salah satu fungsi 
dari lembaga ini adalah sebagai jembatan antara masyarakat dengan 
pemerintah. 
 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) diharapkan mampu 
menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan 
kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan 
kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan 
berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan 
keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga 
pemanfaatan dan pemeliharaan. Suatu organisasi untuk dapat berkembang 
dan mempertahankan eksistensinya diperlukan kinerja yang baik dan 
sungguh-sungguh, baik dari pengurus maupun dari anggota organisasi 
tersebut. Oleh karena itu adanya partisipasi, keaktifan, tanggungjawab dan 
kerjasama para pengurus maupun anggota sangat penting guna mencapai 
tujuan bersama.  
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Nasional 
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Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui lembaga 
tingkat desa yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) “Karya Buana” 
dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan, sebab masyarakat 
belum banyak mengetahui bagaimana kinerja Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) untuk mengelola dan melaksanakan program PNPM-MP. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasar latar belakang masalah maka dapat di identifikasi 
permasalahan yang timbul berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Kemiskinan menjadi sebuah masalah kesenjangan sosial di masyarakat. 
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi akar penyebab 
kemiskinan. 
3. Pentingnya sebuah organisasi di dalam masyarakat. 
4. Pentingnya keaktifan anggota dalam sebuah organisasi demi kelansungan 
pelaksanaan program-programnya. 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan yang ada maka dalam penelitian ini 
dilakukan pembatasan masalah. Adapun permasalahan yang akan diteliti 
adalah bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
– Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) “Karya Buana” sebagai upaya pengentasan kemiskinan di 
Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Yogyakarta.  
D. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 
maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
2. Bagaimanakah keberhasilan pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana  dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
3. Faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya 
Buana dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ?  
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak 
dicapai oleh peneliti. Maka dalam hal ini tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat “Karya Buana” dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) 
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melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat “Karya Buana” dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan. 
3. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat 
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
“Karya Buana” dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan. 
F. Manfaat Penelitian 
Dengan memperhatikan tujuan penelitian maka diharapkan hasil dari 
penelitian ini dapat berguna sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritik 
Secara teori manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan program PNPM-MP di LKM Karya Buana Desa 
Patalan. Serta menambah wawasan pengetahuan dalam merancang 
program tersebut. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Bagi para penyelenggara program, penelitian ini diharapkan 
bermanfaat sebagai bahan masukan khusus dalam pengelolaan 
program . 
b. Bagi LKM Karya Buana, penelitian ini diharapkan mampu 




c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 










A. Kajian Teoritis 
1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
a. Pengertian Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Menurut Budi Yuwono dalam Marsudianto dan Fatah (2010 : 3) 
terkait pengertian tentang Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
yaitu sebagai berikut : 
“Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)merupakan nama 
generik yang dahulu pada saat pelaksanaan Program 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 
1999 dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). 
Setelah keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas menjadi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) pada tahun 2008, nama lembaga ini berubah 
menjadi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)”.  
 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah lembaga 
pimpinan kolektif  dari suatu himpunan warga masyarakat ditingkat 
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Kelurahan / Desa. Lembaga ini dibentuk melalui kesadaran kritis 
masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan 
nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) 
kehidupan masyarakat. Lembaga Keswadayaan  Masyarakat  bergerak  
dalam bidang pemberdayaan  masyarakat dengan mengangkat azas nilai 
kepedulian, kejujuran, dan kerelawanan  yang  berpihak pada masyarakat 
margin atau masyarakat kurang mampu. 
 
 
b. Fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
Salah satu fungsi dari lembaga ini adalah sebagai jembatan antara 
masyarakat dengan pemerintah. Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam 
menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor 
bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat 
secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan 
kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, 
pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan 
(Marsudianto dan Fatah, 2010 : 4 ). 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah sebagai berikut : 
1.) Sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah Desa 
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2.) Sebagai media bagi kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan 
kebutuhan mereka. 
3.) Sebagai penggerak dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 
dijalankan oleh masyarakat secara mandiri melalui program 
pemberdayaan. 
c. Tugas pokok dan Tanggung jawab Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat 
Organisasi yang baik harus membuat pembagian tugas dan 
tanggung jawab yang  jelas antara pekerjaan atau jabatan yang berbeda 
agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan serta memudahkan dalam 
penilaiaan kinerja dari masing-masing pekerja atau jabatan yang ada 
(Marsudianto dan Fatah, 2010:15). 
 Tugas dan tanggung jawab dari Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat adalah sebagai berikut : 
1) Tugas LKM : 
a) LKM adalah pimpinan kolektif sehingga segala keputusan LKM 
adalah berdasarkan rapat atau keputusan kolektif. 
b) Merumuskan kebijakan dan kegiatan yang akan dilakkan LKM 
dengan persetujuan masyarakat dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan di wilayahnya. 
c) Menyusun Rencana Anggaran Pemerintah dan Biaya LKM 
d) Mengamati, mereview, dan menyetujui rencana usaha (business 
plan) dan anggaran UPK. 
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e) Menggalang potensi sumber daya dari luar dalam rangka 
meningkatkan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 
f) Mengadakan koordinasi dan atau pertemuan dengan instansi 
pemerintah/ swasta dalam rangka upaya penanggulangn 
kemiskinan di wilayahnya. 
g) Menerima dan mengalokasikan bantuan yang diterima dari 
pihak luar baik pemerintah maupun swasta. 
h) Bersama pengawas dan petugas UPK melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang program penanggulangan 
kemiskinan dan menggalang partisipasi masyarakat. 
i) Memilih dan mengangkat pengawas UPK dan menilai 
kinerjanya. 
j) Memilih dan mengangkat personil UPK dan menilai kinerjanya. 
k) Bersama manajer UPK menandatangani contoh tanda tangan 
rekening tabungan UPK di Bank dan bersama manajer UPK 
melakukan penarikan dana dari rekening tersebut untuk kegiatan 
pelayana UPK. 
2) Tanggung jawab LKM 
a) Bertanggung jawab kepada masyarakat kelurahan/ desa atas 
kinerja LKM secara keseluruhan. 
b) Memastikan semua kebijakan dan kegiatan yang dirumuskan 
telah dilaksanakan oleh UP-UP dibawahnya. 
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c) Memastikan bahwa penggalangan sumber daya dari luar telah 
terlaksana dan terkumpul memadai untuk mendukung kegiatan 
penanggulangan kemiskinan diwilayahnya. 
d) Memastikan koordinasi dengan instansi pemerintah/ swasta di 
wilayahnya telah terselenggara dengan baik dan bantuan dari 
pihak pemerintah/ swasta telah diterima dan dialokasikan sesuai 
kesepakatan. 
e) Memastikan aset organisasi diamankan secara benar, baik secara 
fisik maupun pencatatannya. 
f) Memberikan laporan serta mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dana yang dikelolanya kepada seluruh stakeholder, 
seluruh warga masyarakat di wilayahnya melalui media warga, 
media informasi, maupun laporan pertanggungjawaban tahunan. 
2. Pemberdayaan Masyarakat 
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian 
pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai 
konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi 
yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat 
memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka 
perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki 
komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.  
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Pertama akan kita pahami pengertian tentang pemberdayaan. 
Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal 
dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak 
dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai 
suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya 
(kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.  
Kedua pengertian tentang masyarakat menurut Soetomo (2011 : 
25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara 
kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. 
Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami 
makna pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, 
terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut 
para ahli. Menurut  Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) : 
“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana 
masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke 
sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan 
kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan 
mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses 
siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota 
masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun 
informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta 
berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan 
masyarakat lebih merupakan suatu proses”. 
 
Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut 
Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan 
masyarakat sebagai berikut ini : 
“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi 
untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan 
mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu 
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elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan 
masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat 
merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber 
daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan 
kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga 
membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan 
masyarakat”. 
 
Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam 
penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya 
untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai 
kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada 
masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan 
perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan 
masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya 
sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan 
mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.  
b. Tujuan  Pemberdayaan Masyarakat 
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat 
menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan 
masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 
berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 
tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah 
proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan 
memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.  
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Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam 
Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu 
ekonomi, politik, dan sosial budaya ;  
“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh 
mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk 
membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasan 
yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. 
Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha 
menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya 
saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat 
proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang 
pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan 
rakyat kecil dalam proses pengambilan  keputuan yang 
menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau 
kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di 
bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil 
melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, 
gagasan, dan  norma-norma, serta mendorong terwujudnya 
organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap 
perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari 
moralitas”. 
Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan 
pemberdayaan adalah : 
1. Dalam bidang ekonomi pemberdayaan bertujuan menguatkan 
golongan ekonomi lemah. 
2. Dalam bidang politik pemberdayaan memberikan peluang untuk 
rakyat kecil dalam pengembilan keputusan yang menyangkut 
kehidupan mereka. 
3. Dalam bidang social pemberdayaan mendorong terwujudnya 
organisasi social masyarakat. 
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4. Meningkatkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam 
mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, keterbelakangan, 
kesenjangan, dan ketidakberdayaan. 
5. Membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 
tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan 
mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. 
6. Meningkatkan kapital sosial yang ada di masyarakat diantaranya 
gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan keswadayaan yang 
pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat 





c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 
Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan 
berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut 
diungkapkan oleh Sulistyani, A.T (2004:83) sebagai berikut : 
“Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 
merupakan tahap 
 
d. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 
Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003 : 40-47 ) ada beberapa 
strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian 
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diterapkan  dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, 
memperkuat daya, dan melindungi.  
“Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat  dari 
tiga sisi, yaitu ; pertama,  menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan  potensi masyarakat berkembang (enabling). 
Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia 
memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, 
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 
(empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf 
pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-
sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan 
pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti 
melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang 
lemah menjadi bertambah lemah.” 
 
Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan 
mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan 
pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau 
lebih dikenal dengan pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan 
upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan 
yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan 
mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk 
melaksanakannya.  
Menurut Soetomo (2011 : 76) dalam mekanisme yang bersifat 
bottom-up, perencanaan pembangunan yang dugunakan adalah model 
perencanaan partisipatif. Isu yang menjadi mata program dalam 
perencanaan digali dari bawah yang diyakini sebagai masalah dan 
kebutuhan nyata masyarakat. 
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka 
perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan 
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keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan 
masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang 
dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat 
masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem 
dipahami bersama. Model bottom-up memulai dengan situasi dan kondisi 
serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menampatkan 
manusia sebagai subyek. Pendekatan “bottom up” lebih memungkinkan 
penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini 
disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut 
bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene 





a. Pengertian  dan Konsep Dasar Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi 
oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia 
kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan 
keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak 
disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. 
Untuk lebih jelas dalam mengkaji pemahaman tentang kemiskinan, 
berikut dikutip pendapat beberapa ahli. 
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Menurut Johanes (2000 : 20) kemiskinan adalah suatu keadaan di 
mana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa lazim “tidak 
berharta benda”. Sedang menurut Menurut Chavchay Syaifullah (2009 : 
11) menyatakan bahwa kemiskinan secara sederhana berarti kondisi atau 
keadaan tidak berharta, dan serba kekurangan. Kemudian Sulistiyani 
(2004 : 17) menjelaskan bahwa : 
“definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat 
berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam 
aksesibilitas, pada faktor produki, peluang atau kesempatan 
berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam 
setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas”.  
Dari ketiga definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
kemiskinan adalah suatu keadaan standar tingkat kehidupan yang rendah,  
baik dari kondisi ekonomi, kesempatan dalam berusaha, dan akses 
sehingga kehidupannya serba terbatas. Dari segi ekonomi mencakup 
kekurangan materi, kemudian dari segi kebutuhan sosial mencakup 
eksklusi (keterkucilan) sosial, ketidak mampuan untuk berpartisipasi 
dalam masyarakat termasuk rendahnya pendidikan dan akses informasi.  
Secara konseptual Chavchay Saifullah (2009 : 18) 
mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan konsep yang bermatra 
multidimensional. Konsep multidimensional menunjukkan bahwa 
dimensi kemiskinan terkait dengan aspek ekonomi, politik, dan sosial 
psikologis sseperti pemahaman di atas. Aspek-aspek ini memiliki  
keterkaitan satu sama lain dalam dinamika konseptual mengenai 
kemiskinan. Berikut Chavchay Saifullah (2009 : 18-19) secara lebih 
lanjut menjelasan konsep kemiskinan berdasar aspek-aspek tersebut : 
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“Dalam konteks ini secara ekonomi kemiskinan didefinisikan 
sebagai kekurangan sumber daya yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan 
sekelompok orang atau individu. Aspek ekonomi lebih 
ditentukan oleh sumber daya, basis-basis produksi, dan 
produktivitas kerja seseorang dalam menghasilkan uang, modal, 
dan jaringan. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat 
akses terhadap kekuasaan (power) dan posisi lemah dalam 
pengambilan keputusan. Dalam hal ini kekuasaan merupakan 
tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan 
sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber 
daya. Kemudian kemiskinan secara sosial psokologis merujuk 
pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung 
dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan menigkatkan 
produktivitas. Dimensi kemiskinan ini dapat diartikan sebagai 
kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor 
penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi faktor 
internal yaitu dari diri si miskin itu sendiri (kemiskinan budaya) 
dan juga faktor eksternal yang datang dari luar kemampuan 
seseorang, seperti birokrasi atau model kemiskinan struktural”.  
 
Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan 
sesuatu yang  nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal 
tersebut disebabkan mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana 
hidup dalam kemiskinan. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka 
miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan 
yng mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong 
mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. 
Kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi dimana perilaku atau sikap 
dan cara pandang masyarakat yang belum berdaya, sehingga terus 
bergantung pada lingkungannya atau bahkan orang-orang disekitarnya. 
Makna “belum berdaya” di sini bukan hanya bagi si miskin, namun juga 
ketidakberdayaan kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak 
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mengakar dan tidak dapat dipercaya, yang kemudian menyebabkan 
ketidakadilan dalam birokrasi. 
b. Kategoritatif  Kemiskinan 
Dalam membicarakan masalah kemiskinan kita akan menemui 
beberapa istilah-kategoritatif kemiskinan. Berdasar pendapat Johanes 
(2000 : 23-24) kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut : 
1) Kemiskinan Absolut 
Kemiskiinan absolut yaitu keadaan di mana seseorang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan minimum hidunya untuk memelihara 
fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. 
2) Kemiskinan Relatif 
Kemiskinan relatif yaitu kondisi seseorang atau sekelompok 
orang yang dibandingkan dengan kondisi orang lain. Misal, di kota 
Salatiga Bapak Ferry tergolong orang miskin, namun setelah 
dibandingkan dengan para petani di Gunung Kidul ternyata ia 
termasuk orang yang kaya. 
3) Kemiskinan Struktural 
Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang lebih merujuk 
kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi 
miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak 
menguntungkan bagi golongan yang lemah. Jadi, segala usaha yang 
mereka lakukan selalu kandas karena terbentur oleh sistem atau 
struktur masyarakat yang berlaku. 
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4) Kemiskinan Situasional (natural) 
Kemiskinan situasional yaitu kemiskinan yang terjadi jika seseorang 
atau sekelompok orang tinggal di daerah-daerah yang kurang 
mengguntungkan dan oleh karenanya mereka menjadi miskin. 
Sebagai contoh, tanah tandus sehingga gagal panen atau karena 
bencana alam. 
5) Kemiskinan Kultural 
Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena 
kultur masyarakatnya, dimana mereka rela dengan keadaan 
miskinnya karena diyakini sebagai upaya untuk membebaskan diri 
dari sikap serakah yang apda gilirannya akan membawa kepada 
ketamakan. Sebagai contoh masyarakat yang menganut pietisme-
dualistis. 
Disamping itu, Jeffrey D. Sach dalam Chavchay Saifullah (2009 : 
25) mengklasifikasikan kaum miskin ke dalam tiga bagian. Pertama, 
mereka yang hidup dalam extreme poverty, dimana satuan rumah 
tangganya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, kelaparan, tidak 
mempunyai akses atas layanan kesehatan, tidak mendapatkan air bersih 
dan sanitasi, tidak dapat mengusahakan pendidikan bagi anak-anaknya, 
tidak mempunyai failitas tempat tinggal yang sederhana dan tidak 
mempunyai kelengkapan harian. Kedua, moderate proverty yakni mereka 
yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi sangat minim dan 
selalu tidak mampu. Ketiga, relative proverty yaitu mereka yang dapat 
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memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi berada di bawah rata-rata cara 
orang hidup di negara yang bersangkutan.  
c. Akar Penyebab Kemiskinan di Indonesia 
Kemiskinan di Indonesia pada umumnya merupakan gejala yang 
telah lama dirasakan, yaitu sejak  akhir abad lalu atau permulaan abad ke-
20. Pada tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda yang telah menyadari 
gejala kemiskinan di antara penduduk Jawa, menaggapinya dengan 
membentuk komisi penyelidikan dan mengadakan penelitian 
“kemakmuran yang berkurang” sebagai upaya untuk melihat secara 
langsung kemiskinan tersebut. Pada saat itu yang dianggap sebagai sebab 
timbulnya kemiskinan adalah kebijakan culture stelse serta penerapan 
Agrarische wet atau pembukaan Hindia Belanda untuk modal swasta 
terhadap kehidupan masyarakat bawah, yang gejalanya antara lain 
ditandai oleh adanya bencana kelaparan yang terjadi di berbagai daerah 
Jawa. Gejala kemiskinan ini ternyata tidak dapat dihapuskan hanya 
dengan politik etis, namun justru merebak luas dengan datangnya zaman 
malaise pendudukan Jepang, serta beberapa akibat dari perang 
kemerdekaan. Selanjutnya Johanes (2000 : 100) menuturkan bahwa : 
“Kemiskinan sebagai gejala umum dalam masyarakat, terutama 
di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang dapat 
dimunculkan oleh berbagai sebab yaitu : pengangkutan sumber 
daya alam ke negeri Belanda; moral keselarasan Jawa yang 
mengakibatkan terjadinya involusi dan pemiskinan bersama; 
nilai tukar yang tidak berimbang, baik antara desa dengan kota 
maupun negara berkembang dengan negara maju. Dari berbagai 
sebab itu birokrasi  sebagai badan yang menghasilkan 
kebijakan-kebijakan yang sangat penting, sebab kebijakan-
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kebijakan yang tidak adil secara langsung dapat menimbulkan 
kemiskinan”. 
 
Selain itu Johanes (2000 : 65) juga menemukakan berbagai sebab 
kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut : 
1) Karena orang tinggal di suatu dearah yang alamnya sangat-sangat 
miskin. 
2) Karena orang menmpuh gaya hidup yang membawa kepada 
kemiskinan 
3) Karena orang menganut kepercayaan yang menganggap kekayaan 
sebagai salah satu sumber dosa (dalam pietisme dualitis) 
4) Karena ketidakadilan baik individual, kolektif, maupun struktur. 
Pendapat lain penyebab terjadinya kemiskinan menurut Chavchay 
Saifullah (2009 : 21) dihubungkan dengan penyebab individual 
(patologis), keluarga, subbudaya (subcultural), agensi dan struktural, 
dengan penjelasan berikut ini : 
1)  Penyebab individual (patologis), yaitu melihat kemiskinan sebagai 
akibat dari perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin 
2) Penyebab keluarga menghubungkan kemiskinan dengan keluarga 
3) Penyebab subbudaya (subculture) menghubungkan kemiskinan 
dengan kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan 
dilingkungan sekitar 
4) Penyebab agensi melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang 
lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi 
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5) Penyebab struktural memberikan alasan bahwa kemiskinan 
merupakan hasil dari struktur sosial, seperti lemahnya sistem 
birokrasi dan minimnya kesadaran hukum ditingkat birokrat yang 
semestinya menjadi cermin masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, penyebab utama atau 
akar penyebab kemiskinan, yaitu ketidakadilan baik individual, kolektif, 
maupun struktur. Melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat 
(gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) pada 
gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang 
semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian 
untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Melemahnya kapital 
sosial yang ada di masyarakat tersebut, salah satunya disebabkan oleh 
keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan 
dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak 
adil dan tidak transparan. 
Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar 
dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam 
situasi dimana masyarakat secara umum memang belum berdaya. 
Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi 
yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa 
bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar 
untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta 
memudarkan orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan 
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bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan, dan kejujuran. Dari 
paparan tersebut, cukup jelas menunjukkan bahwa kemiskinan akan 
tumbuh subur dalam situasi dimana perilaku atau sikap dan cara pandang 
(paradigma) masyarakat yang belum berdaya.  
d. Dampak Kemiskinan 
Berdasar pendapat Chavchay Saifullah (2009:26) kemiskinan 
mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (multiplier effects) 
ke seluruh tatanan kemasyarakatan. Kemiskinan dapat membunuh mimpi 
generasi muda Indonesia dalam menatap masa depan. Bagaimana 
generasi muda ke depan dapat membayangkan cerahnya masa depan 
apabila hari ini mereka dihantui antara makan dan tidaknya esok.  
Berbagai peristiwa konflik yang terjadi sepanjang krisis ekonomi 
di tanah air menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukanlah semata-
mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh 
rendahnya daya beli masyarakat. Persoalan kemiskinan mampu 
mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. 
Meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, bunuh diri, dan bentuk 
frustasi sosial lain terutama yang dialami kalangan pemuda yang sudah 
pesimis mengarungi hidup karena ketiadaan etos kerja, modal sosial 
ekonomi, dan kesempatan untuk aktualisasi diri ikut pula mempengaruhi 
ketahanan sosial bangsa. 
B. Penelitian yang Relevan 
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Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini 
yaitu ; pertama  penelitian dari Siti Jariyah dalam skripsinya pada 
program studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pemberdayaan 
Masyarakat dan Mobilitas Sosial di Padukuhan Pugeran, Maguwoharjo, 
Depok, Sleman, yogyakarta”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 
pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Padukuhan 
Pugeran merupakan pendekatan bottom up dimana warga menjadi peserta 
aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan. Gerak 
perpindahan yang ada di masyarakat adalah mobilitas sosial vertikal 
maupun horizontal. Perubahan tersebut melalui saluran-saluran antara 
lain kesuksesan dalam kemajuan jabatan (perubahan profesi atau 
pekerjaan), mencapai tingkat pendidikan tinggi, perkawinan dan 
ketokohannya (lembaga sosial dan keagamaan). 
Hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan mobilitas sosial 
adalah adanya kegiatan pemberdayaan secara tidak langsung berpengaruh 
terhadap peningkatan status dan peran seseorang atau masyarakat dalam 
kehidupan, masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk bergerak maju 
begitu pula sebaliknya. Berbagai macam fasilitas maupun saluran yang 
ada di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup dan kehidupannya. 
Kedua, hasil penelitian Imron Masli dalam skripsinya pada 
program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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Politik, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta dengan judul 
“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata 
Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” yang 
mengungkapkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa 
wisata Kasongan telah berjalan. Hal tersebut telah terbukti dengan 
manfaat yang di dapat dari setiap pelatihan ataupun program-program 
yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Disperindakop dan Dinas 
Pariwisata telah dapat memberikan ilmu yang dapat digunakan oleh para 
pengrajin dalam mengelolausahanya.  
Dengan adanya peran dari Dinas Pariwisata yang turut serta 
melakukan pengembangan kawasan Desa Kasongan. Dengan adanya 
program atau pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran 
masyarakat Desa Kasongan mengenai potensi yang mereka miliki, 
sehingga para masyarakat Kasongan mampu memberikan pelayanan 
yang profesional. 
Ketiga, hasil penelitian dalam skripsi Yekti Sriwulan pada program 
studi Pendidikan Sosiologi jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul 
“Implementasi Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Dalam 
Membedayakan Masyarakat di dusun Ngentak Murtigading Sanden 
Bantul Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. 
Hasil dari penelitian tersebut adalah Posdaya merupakan Pos 
Pemberdayaan Keluarga yang diterapkan di Dusun Ngentak untuk 
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memberdayaanmasyarakat sehingga mampu menjadi masyarakat yang 
maju, mandiri, dan sejahtera. Ngentk merupakan salah satu pedusunan 
yang mempunyai potensi dan ditunjuk oleh pendiri Posdaya untuk 
menjadi sampel penerapan Posdaya. 
Keberhasilan pelaksanaan Posdaya di Dusun Ngentak dapat dilihat 
dari berbagai dimensi, yaitu dimensi ketercapaian tujuan Posdaya, kinerja 
pelaksanaan program Posdaya, manfaat yang diperoleh dengan adanya 
Posdaya dan dimensi perubahan yang terjadi di Dusun Ngentak. 
Pelaksanaan Posdaya telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat 
dan menciptakan perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan yang 
terjadi yaitu perubahan pada tingkat kualitas masyarakat khususnya 
pendidikan dan kesehatan, penigkatan taraf hidup ekonomi, peningkatan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan Posdaya bagi 








C. Kerangka Berfikir 















Gambar. 1 : Kerangka Berfikir 
Berdasarkan tabel di atas penulis mencoba memaparkan bagaimana 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan ( 
PNPM-MP ) dilaksanakan melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM) bekerjasama dengan Pemerintah Desa di tingkat Kelurahan 
sebagai program penanganan kemiskinan (pronangkis), sehingga sasaran 
utamanya adalah warga miskin. Selanjutnya melalui (LKM) tersebut 
dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat pedukuhan, 
masyarakat ditingkat pedukuhan tersebut bersama-sama dengan tokoh 
masyarakat Dusun setempat melakukan pemetaan swadaya untuk 
meninjau lebih dalam bagaimana kondisi sosial-ekonomi mereka sendiri 
PNPM - MP LKM
Kelompok Swadaya 
Masyarakat 
Potensi Kondisi Sosial - Ekonomi 
Masyarakat Mandiri dan Berdaya 
 Masyarakat Miskin 
1. Perluasan kesempatan 
2. Pemberdayaan 
masyarakat 
3. Peningkatan kapasitas 




dan melihat potensi-potensi apa saja yang mereka miliki. Dari kedua hal 
tersebut, selanjutnya akan dilaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat 
terutama masyarakat miskin. Untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat terutama warga miskin, dibutuhkan keberpihakan kepada 
mereka. Keberpihakan tersebut dapat ditemukan dalam penerapan 
pemberdayaan, sebab pemberdayaan paling banyak digunakan dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan. 
Secara konseptual upaya penanggulangan kemiskinan dapat 
dilakuakan melalui empat jalur strategis, yaitu perluasan kesempatan, 
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan 
sosial. Strategi perluasan kesempatan ditujukan untuk menciptakan 
kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan 
masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh 
kesempatan seluas-luasnya. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan 
untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya 
masyarakat, serta memperluas partisipasi warga miskin baik laki-laki 
maupun perempuan dalam pengambilan keputusan. 
Selanjutnya strategi peningkatan kapasitas dilakukan untuk 
mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha warga 
miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan 
perkembngan lingkungan. Kemudia yang terakhir yakni strategi 
perlindungan sosial dilakuakn untuk memberikan perlindungan dan rasa 
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aman bagi kelmpok retan (perempuan kepala rumah tangga dan fakir-
miskin). 
 Melalui empat jalur strategis dan juga pemetaan swadaya yang 
telah dipaparkan di atas, diharapkan mampu memberikan dorongan, 
peluang atau kesempatan warga masyarakat untuk mengembangkan 
potensinya sehingga tercipata masyarakat yang mandiri, partisipatif dan 
juga berdaya dan pada akhirnya permasalahan kemiskinan dapat di atasi 
bersama. 
D. Pertanyaan Penelitian 
Berdasar rumusan masalah dan kerangka berfikir di atas, maka 
pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : 
1. Apa tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) ? 
2. Bagaimana alur pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang dilaksanakan 
melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana 
sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
3. Apa tugas pokok dan fungsi LKM Karya Buana dalam 
melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Patalan ?  
4. Bagaimana tanggapan pemerintah Desa Patalan terhadap Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) 
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melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana 
sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
5. Bagaimana peran serta Pemerintah Desa Patalan dalam pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui LKM Karya Buana sebagai upaya pengentasan 
kemiskinan di Desa Patalan ? 
6. Bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Patalan terhadap Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) 
melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana 
sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
7. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan PNPM mandiri 
Perkotaan melalui LKM Karya Buana sebagai upaya pengentasan 
Kemiskinan di Desa Patalan dilihat dari segi sosial ? 
8. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program PNPM 
mandiri Perkotaan melalui LKM Karya Buana sebagai upaya 
pengentasan Kemiskinan di Desa Patalan dilihat dari segi ekonomi ? 
9. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program PNPM 
mandiri Perkotaan melalui LKM Karya Buana sebagai upaya 
pengentasan Kemiskinan di Desa Patalan dilihat dari segi politik ? 
10. Apa faktor pendukung secara internal dan eksternal pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)  
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Karya Buana Desa sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Desa 
Patalan ? 
11. Apa faktor pennghambat secara internal dan eksternal pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui LKM Karya Buana sebagai upaya pengentasan 























A. Pendekatan Penelitian 
Menurut Sugiono (2009 : 6) pendekatan penelitian adalah cara ilmiah 
untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 
dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 
mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Dari pendapat tersebut 
dapat kita pahami bahwa pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang 
digunakan oleh peneliti untuk mencari pemecahan masalah melalui prosedur 
ilmiah.  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang informannya atau data yang 
terkumpul terbentuk dari kata-kata, gambar, dan bukan anngka-angka. Bila 
terdapat angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang (Sudarwan Danim, 
2001 : 51) 
Mennurut Moleong (2003:6) penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilami oleh 
subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,tindakan, dan lain-
lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbgai metode ilmiah. 
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Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan 
yang dibahas dalam penelitian ini  tidak berkenaan dengan angka-angka, 
melainkan mendiskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang 
pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan melalui LKM Karya Buana 
sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan. 
B. Penentuan Subyek Penelitian 
Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang  jelas tentang 
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya 
Buana dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan, sebagai subyek 
penelitiannya adalah fasilitator kelurahan (faskel) Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang 
mendampingi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana, 
anggota LKM Karya Buana Desa Patalan. Kemudian sumber data yang lain 
diperoleh dari Pemerintah Desa Patalan dan masyarakat Desa Patalan. 
Dasar penetapan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 
“relevansi” sehingga peneliti baru dapat menetapkan siapa yang menjadi 
subyek dan jumlah subyek secara konkret setelah berada di lapangan. 
Pemilihan informan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara purposif 
yaitu atas dasar apa yang diketahui tetang variasi-variasi yang ada atau 





C. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dimulai pada tanggal 19 April –  30 Juli 2013, dan 
dengan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
a. Tahap pengumpulan data awal yaitu melakukan observasi awal 
untuk mengetahui suasana tempat dan wawancara formal pada objek 
penelitian. 
b. Tahap pengumpulan data dan analisis data. Pada tahap ini dilakukan 
pengumpulan terhadap data-data yang sudah didapat dan dilakukan 
analisis dan untuk pengorganisasian data, tabulasi data, proentase 
data, interpretasi data dan penyimpulan data. 
c. Tahap penyusunan laporan. Tahap penyusunan laporan dilakukan 
untuk menyusun seluruh data hasil penelitian yang didapat dan 
selanjutnya disusun sebagai laporan pelaksanaan penelitian. 
2. Tempat Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian tentang 
“pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan melalui LKM Karya 
Buana sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan”, lokasi 
penelitian yaitu di LKM Karya Buana yang berada di kompleks kantor 
Desa Patalan yang berada di jalan Parangtritis KM. 15,5 kelurahan 





D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh dari para subjek 
penelitian yaitu fasilitator PNPM MP, anggota LKM Karya Buana, anggota 
KSM (penerima manfaat), dan orang-orang yang terlibat secara langsung 
dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan melalui LKM Karya 
Buana sebagaii upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan sebagai fokus 
penelitian ini 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa cara agar 
data yang diperoleh merupakan data yang valid, yang merupakan gambaran 
yang sebenarnya dari kondisi yang ada dalam pelaksanaan  Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di lembaga tingkat desa yaitu Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana di Desa Patalan, dalam 
penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa : 
1. Observasi 
Metode pengumpulan data dengan observasi berupa deskripsi yang 
faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapanggan, kegiatan 
manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan-kegiatan itu 
terjadi. Data itu diperoleh berkat adanya peneliti dilapangan dengan 
mengadakan pengamatan secara langsung (Nasution, 2003:59). 
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa observasi sebagai 
metode pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 
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dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. 
Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, 
maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam 
yang lain. 
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:30) ada tiga macam observasi, 
yaitu : 
a) Observasi Partisipan 
Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti 
dengan jalan peneliti ikut masuk dalam kegiatan yang dilakukan. 
b) Observasi Sistematik 
Obseervasi sistematik adalah observasi dimana faktor yang diamati 
sudah terdaftar atau dirancang  terlebih dahulu secara sistematis, 
tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. 
c) Observasi Eksperimental 
Observasi eksperimental adalah observasi yang terjadi jika peneliti 
tidak terlibat dalam kelompok. Kebalikan dari observasi sitematis, 
observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 
akan diobsevasi. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi 
partisipan yaitu observasi yang dilakukan peneliti dengan jalan peneliti 
ikut masuk dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek, sehingga peneliti 
ikut terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 




Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 
verbal dengan tujuan untuk memperoleh informasi. (Nasution, 2003 : 
69). Lebih lanjut Nasution (2003 : 73) mengungkapkan bahwa tujuan 
wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran 
dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal 
yang tidak diketahui melalui pengamatan.  
Sedangkan menurut Moleong (2009:186) wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu. 
Terdapat dua macam wawancara yang dapat dilakukan melalui 
tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon 
(Sugiyono, 2009:194), yaitu : 
a) Wawancara Terstruktur 
Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 
pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 
yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 
pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitin berupa 






b) Wawancara Tidak Terstruktur 
Adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 
lengkap untuk pengumpulan datanya. 
Dalam penelitian ini pada permulaannya peneliti 
menggunakan bentuk wawancara tak berstruktur, tujuannya untuk 
memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai 
pandangan orang lain. Setelah penelitian memperoleh sejumlah 
keterangan, baru kemudian menggunakan wawancara terstruktur 
yang disusun berdasarkan apa yang disampaikan responden. 
Informasi emic (menurut pandangan responden) yang diterima 
peneliti dijadikan bahan untuk merumuskan sejumlah pertanyaan 
yang lebih berstruktur walaupun informasi yang diharapkan tetap 
bersifat emic. Namun tak dapat dielakkan bahwa lambat laun makin 
banyak masuk pertanyaan yang meminta keterangan yang lebih 
bersifat etic, yakni diatur oleh peneliti. Jadi pemisahan data emic dan 
etic tidak dapat dipertahankan dengan ketat oleh sebab kedua macam 
informasi itu diperlukan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada 
dilokasi penelitian. Menurut Nasution (2003 : 85) keuntungan dari 
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dokumentasi ialah abahwa bahan itu telaha ada, telah tersedia, tidak 
membutuhkan biaya dan siap pakai. Banyak pengetahuan yang dapat 
ditumba dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat yang berguna bagi 
penelitian yang dijalankan.  
Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 
mengungkap data tentang kegiatan pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di lembaga 
tingkat desa yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya 
Buana dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan. 
Tabel. 1 : Metode Pengumpulan Data 
 
No Aspek Sumber Data Metode 
Pengumpulan Data 
1. Kelembagaan Anggota LKM Wawancara, 
dokumentasi 





MP) melalui LKM 
“Karya Buana” 
1. Anggota LKM 
2. UPS,UPL,UPK 









3. Faktor pendukung dan 
penghambat 
1. Anggota LKM 
2. UPS,UPL,UPK 






















MP) melalui LKM 
“Karya Buana” 
1. Anggota LKM 
2. UPS,UPL,UPK 








E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian atau alat penelitian (Moleong, 2000:86). Instrument ini diperlukan 
karena peneliti dituntut untuk dapat menemukan data dari fenomena, 
peristiwa, atau dokumen tertentu. Dalam ppenelitian ini yang menjadi 
insttrumen utama adalah peneliti itu sendiri dibantu dengan pedoman 
observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. 
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Pedoman observasi digunakan sebagai alat bantu pengumpul data yang 
didapatkan sebaggaimana adanya. Pencatatan data wawancara juga aspek 
utama yang sangat penting dalam wawancara karena bila pencatatan tersebut 
tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka sebagian data akan hilang. 
Pedoman dokumentasi digunakan untuk menggali  data atau informasi subjek 
yang tercatat sebelumya yang dapat diperoleh melalui catatan tertulis. 
Penggunaan pedoman ini bertujuan agar dalam observasi dan wawancara 
tidak menyimpang dari permasalahan yang akan ditetliti. 
F. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2009 : 335), analisis data adalah proses mencari 
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan 
data kualitatif yang disusun secara terperinci agar dapat ditafsirkan secara 
lebih mendalam. 
Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan 
proses pengumpulan data, menurut nasution (2003 : 130) analisis sewaktu 
pengumpulan data akan menghasilkan lembar rangkuman yang dapat 
mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu 
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ditest, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus diadakan 
untuk mencari informasi baru, dan kesalahan apa yang hasrus diperbaiki.  
Menurut analisis data model Miles and Huberman dalam Sugiono 
(2009 :337-345) proses analisa data dalam penelitian ini dapat dilaksanakan 
melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan 
tahap penarikan kesimpulan / verifikasi. Ketiga tahapan analisa tersebut dapat 
dijelaskan secara kronologis sebagai berikut : 
1. Reduksi data 
Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan 
memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang diperoleh dari lapangan 
ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan-laporan 
tersebut kemudian direduksi, yaitu dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok 
kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari pola atau 
temanya. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberi gambaran 
yang lebih jelas tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti 
untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 
2. Penyajian data (display data) 
Penyajian data yaitu proses penyampaian informasi tersusun yang 
memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Hasil dari reduksi data disajikan dalam bentuk 
laporan secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. 
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
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Setelah melakukan pengamatan lapangan yang intensif, dan 
menuangkannya dalam bentuk laporan kemudian diambil kesimpulan. 
Kesimpulan yang yang dikemukakan pada tahap awal tersebut, apabila 
didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 
merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan 
tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak 
awal. Namun bila tidak, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
diharapkan merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah 
ada, yang sebelumnya remang-remang setelah diteliti kemudian menjadi 
jelas.  
G. Keabsahan Data (Validitas) 
Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul tahapan selanjutnya adalah 
melakukan pengujian terhadap keabsahan data dengan menggunakan tehnik 
triangulasi. Triangulasi data adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004 : 330). 
 Terdapat dua tehnik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi 
sumber, dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh informasi para 
informan perlu diadakan cross ceck antara satu informan dengan informan 
yang lain sehingga dapat diperoleh informasi yang benar-benar valid. Peneliti 
mengecek ulang dengan menanyakan ulang pertanyaan yang disampaikan 
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oleh informan pertama ke informan yang lain. Apabila kedua jawaban itu 
sama maka jawaban itu dianggap sah, namun apabila kedua jawaban itu 
berbeda maka langkah alternatifnya adalah mencari jawaban dari informan 
ketiga sebagai pembanding diantara keduanya. Hal ini dilakukan untuk 
membahas setiap fokus penelitian yang ada sehingga keabsahan data tetap 
terjaga dan bisa dipertanggung jawabkan. 
 
BAB IV 




A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya LKM Karya Buana 
Pada tahun 2008 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – 
Mandiri Perkotaan (PNPM -MP) masuk ke Desa Patalan. Melalui proses 
sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat, serta proses 
pelaksanaan dari program-program yang dilaksanakan oleh PNPM 
mandiri kemudian terbentuklah LKM Karya Buana ini. Kemudian 
melalui pemilu yang diikuti oleh Pemerintah Desa dan warga masyarakat 
Desa Patalan diman setiap Dusun mengirimkan 3 orang perwakilan dan 
selanjutnya terpilih susunan pengurus periode pertama. 
Setelah terbentuk kepengurusannya, kemudian masyarakat 
menetapkan nama Karya Buana yang kemudian dibuat akta notaris 
dengan nomor 16/2008, Tanggal 29 November 2008 Oleh 
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WIDIYANTARA, S.H. Dengan legalitas akta notaris, rekening Bank atas 
nama LKM, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kantor 
sekretariat yang beralamat di GOR Grha Purba Buana lantai 2 kompleks 
kantor Desa Patalan kecamatan jetis kabupaten Bantul, LKM Karya 




2. Visi dan Misi LKM Karya Buana 
1.) VISI 
Visi LKM adalah terciptanya organisasi masyarakat warga 
(civil society organization) ditingkat kelurahan / Desa yang memiliki 
kemampuan strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara 
mandiri, efektif, dan berkelanjutan. 
2.) MISI 
Misi LKM adalah membangaun masyarakat melalui 
penguatan kelembagaan lokal agar menjadi penggerak, motivator, 
dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri 
melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk 
dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain, baik Pemda, 
dunia usaha maupun kelompok peduli. 
3. Struktur Organisasi dan Susunan Personil  LKM Karya Buana 














LKM yaitu pimpinan kolektif terdiri dari 9-13 orang yang 
bersama masyarakat bertugas menyusun kebijakan dalam 
rangka penanggulangan kemiskinan. 
b) Sekretariat 
Sekretariat yaitu petugas yang diangkat oleh LKM yang 
bertugas mengelola administrasi organisasi dan keuangan 
LKM. 
c) Pengawas 
Pengawas yaitu anggota masyarakat yang diangkat LKM dan 
memiliki kemampuan untuk bertugas mengawasi kegiatan Unit 
Pengelola Keuangan (UPK) 











UPK yaitu unit kerja terdiri dari 2-4 orang tenaga yang 
diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola 
kegiatan pinjaman bergulir. 
e) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 
UPL yaitu unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk 
melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan infrastruktur / 
lingkungan. 
f) Unit Pengelola Sosial (UPS) 
UPS yaitu unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk 
mengelola kegiatan-kegiatan sosial. 
 
2.) Susunan Personil Periode Kepengurusan Tahun 2012 - 2014 
 Koordinator : Mugiyo 
 Sekretariat  : Aftika Solichah  







 Manager UPK : Sukapti 
Pembuku  : Eka Sulistyani 
 UPL  : Endi Susanto 
 UPS  : Marwinda Hastari 
 Pengawas UPK : Kustiyah 
4. Program Kerja LKM Karya Buana 
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Program kerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat antara lain 
adalah sebagai berikut : 
1.) Menyusun program kerja tahunan, yaitu rencana tahunan (Renta) 
yang disusun berdasar usulan dari masyarakat yang telah disusun 
pula di dalam PJM (Program Jangka Menengah). Rencana Tahunan 
ini nantinya akan disampaikan kepada masyarakat pada saat Rembug 
Warga Tahunan sebagai program kerja LKM pada tahun selanjutnya. 
Program kerjanya mencakup tiga unit yang ada di LKM yaitu Unit 
Pengelola Sosial, Unit Pengelola Keuangan dan Unit Pengelola 
Lingkungan. Program-program tersebut merupakan program dari dan 
untuk masyarakat. 
2.) Pembuatan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja), 
RAPB ini adalah rencana anggaran dalam satu tahun. Maka dari itu 
pengeluaran yang dilakukan oleh LKM harus sesuai dengan RAPB 
yang telah disahkan bersama oleh anggota LKM. 
3.) Menyusun laporan tahunan dan melaksanakan RWT (Rembug 
Warga Tahunan). RWT dilaksanakan dalam rangka memenuhi 
amanat Anggaran Dasar (AD) dan juga Anggaran Rumah Tangga 
(ART) LKM Karya Buana yakni RWT diadakan minimal 1 tahun 
sekali sebelum tutup buku tahun berjalan. Satu hal yang harus 
dilakukan dalam RWT ini adalah melaporkan semua program yang 
tertuang dalam PJM Pronangkis yang terdiri dari aspek tridaya : 
lingkungan; ekonomi; dan sosial.  
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4.) Melaksanakan review kelembagaan, keuangan, dan program. 
Kegiatan review merupakan salah satu program LKM untuk melihat 
kembali  
5.) Menyusun PJM Pronangkis 
6.) Pembenahan di bidang organisasi, administrasi & keuangan 
7.) Pembentukan KSM PNPM-MP 
8.) Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. 
5. Anggaran Dasar (AD) LKM 
Anggaran Dasar LKM merupakan pedoman dasar kegiatan 
LKM. Melalui Anggaran Dasar (AD) diatur hal-hal pokok mengenai 
LKM antara lain bentuk lembaga, nama lembaga, kedudukan, jangka 
waktu, tujuan, visi dan misi, kegiatan lembaga, organisasi, keanggotaan, 
keuangan, serta uraian dasar / pokok dari kegiatan yang dilaksanakan. 
Hal-hal yang lebih rinci atau petunjuk teknis kegiatan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga (ART), yang dibuat tersendiri namun 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. 
Anggaran Dasar harus notariil (dibuat oleh Notaris). Dengan demikian 
Anggaran Dasar tersebut menjadi bukti otentik yang secara yuridis diakui 
sebagai alat bukti tertulis yang terkuat. 
1) Proses Pembuatan Anggaran Dasar Notariil : 
a) Masyarakat melakukan kajian kelembagaan dan kepemimpinan 
tingkat basis (RT/RW) sampai dengan tingkat kelurahan. 
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b) Pembentukan panitia pemilihan anggota LKM, terdiri dari team 
pemilihan, team pemantau, team perumusan tata tertib dan AD. 
c) Rapat Penyusunan tata tertib, draft AD dan rencana aksi. 
d) Rembug warga pembehasan draft AD dan sosialisasi proses 
pemilihan anggota LKM 
e) Perumusan draft AD oleh tim perumus, sosialisasi draft AD dan 
pemilihan utusan tingkat basis. 
f) Rembug tingkat kelurahan untuk mengesahkan AD dan 
pemilihan anggota LKM tingkat kelurahan yang disertai dengan 
Berita Acara, notulen, daftar hadir dan sebagainya. 
g) Sosialisasi dan masa sanggah nama anggota LKM terpilih 
h) Rembug penyeleseian masa sanggah, laporan panitia, dan 
review oleh Tim Pemantau 
i) Selanjutnya Berita Acara, notulen rapat, daftar hadir tersebut 
dibawa oleh LKM ke Notaris untuk dicatatkan/ dibuatkan Akta 
Pendiriannya. 
j) Notaris akan memastikan hal-hal yang perlu dituangkan dalam 
Akta, kemudian akan membuat Akta Pendirian LKM dan 
Anggaran Dasar. 
k) Apabila yang diajukan merupakan perubahan dari Anggaran 
Dasar LKM yang sudah ada, maka Notaris akan membuat Akta 
Perubahan dari Akta Pendirian yang selama ini sudah bukan 
Akta Pendirian baru. 
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2) Isi Pokok Anggaran Dasar LKM : 
a) Dasar Pembuatan Akta (Berita Acara 
Pembangunan/Pembentukan, Hasil Notulen Rapat LKM dan 
Daftar Hadir) 
b) Bentuk badan hukum lembaga yang didirikan (dalam hal LKM 
adalah perhimpuanan, paguyuban dan bukan koperasi/ yayasan/ 
perseroan terbatas) 
c) Nama LKM, kedudukan dan waktu didirikan 
d) Tujuan, visi, misi LKM serta kegiatan utama yang dilakukan 
LKM 
e) Keanggotaan LKM serta tugas dan tanggung jawab masing-
masing (termasuk pengawas UPK) 
f) Keuangan LKM, termasuk aturan bahwa dana pinjaman bergulir 
hanya digunakan untuk kegiatan pinjaman bergulir, pendapatan 
UPK hanya untuk membiayai operasional UPK, pemngaturan 
pembagian laba tahunan UPK yang juga bisa digunakan untuk 
BOP LKM, operasional Pengawas, dana lingkungan, dan dana 
sosial, dan mempertkuat posisi modal UPK. 
g) Rapat-rapat yang perlu dilakukan serta tingkat kekkuatan 
keputusan. 




i) Hal-hal tambahan misalnya mengenai status kekayaan LKM, 
pembubaran, penggabungan dan pengambilalihan LKM lain (jika 
ada) 
B. Data Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan di Lembaga Keswadayaan Masyarakat “Karya Buana” 
Desa Patalan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan 
 
Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) “Karya Buana” dilakukan 
dengan metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) “Karya Buana” merupakan lembaga 
pimpinan kolektif  dari suatu himpunan warga masyarakat ditingkat 
Kelurahan / Desa. Lembaga ini dibentuk melalui kesadaran kritis 
masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan 
nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) 
kehidupan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan program pemberdayaan 
masyarakat ini karena melihat adanya kondisi ketidakberdayaan 
masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupan mereka yaitu 
masalah social-ekonomi. Setelah proses pelaksanaan program 
pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan 
social-ekonomi tersebut sehingga masyarakat dikatakan mandiri. 
Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan adanya 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Perkotaan (PNPM 
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– MP) dan terbentuknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di 
Desa Patalan adalah melalui proses atau tahapan siklus pelaksanaan 
program PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan setempat. Beberapa 
prinsip dasar yang harus dianut dalam melaksanakan siklus ditingkat 
kelurahan, sebagai berikut : 
a. Siklus ini adalah siklusnya masyarakat, jadi harus tetap berjalan saat 
lembaga kepemimpinan masyarakat telah terbentuk sesuai dengan 
aturan yang telah ditentukan di Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP 
dengan nama genrik LKM. 
b. Tiap siklus berlaku untuk masa kerja satu tahun kalender dari Januari 
sampai Desember. 
c. Tiap Desember tahun berjalan, LKM harus telah melaksanakan 
RWT (Rembug warga Tahunan) sebagai rapat pertanggungjawaban 
tahunan kepemimpinan LKM dan pengesahan Renta (Rencana 
Tahunan) tahun berikutnya, 
d. Pada bulan Januari taun berikutnya, maka Renta yang telah disahkan 
dalam RWT diajukan dalam Musrenbang Kelurahan untuk 
diintegrasikan atau diadopsi dalam RPJMDes. 
e. Masa bakti anggota LKM ditetapkan maksimal 3 tahun. 
f. PJM Pronangkis ditetapkan untuk masa 3 tahun. 
Berdasarkan hasil wawancara makapelaksanaan Program nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada dasarnya 
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dilaksanakan melalui tahapan atau siklus tahunan yang terdiri dari tiga 
tahap yaitu : 
a. Siklus 1 
Siklus 1 adalah tahun pertama PNPM-MP mulai diperkenalkan 
di suatu Kelurahan atau Desa. Berikut adalah rincian kegiatan pada 
siklus 1 ini sebagai berikut : 
1.) Sosialisasi dengan warga dan rembug kesiapan masyarakat 
(RKM) 
Pada tahap awal datangnya PNPM di Desa / Kelurahan 
Patalan, team fasilitator PNPM bekerjasama dengan pemerintah 
Desa serta kepala Dusun melakukan sosialisasi tentang PNPM 
kepada masyarakat. Pilihan bebas masyarakat untuk menerima 
atau menolak PNPM MP yang didasari pemahaman konsep, 
substansi dan tahapan siklus PNPM dengan segala 
konsekuensinya. Seperti yang diungkapkan bapak “Mg” selaku 
koordinator LKM periode kedua, yaitu : 
“waktu itu bulan November tahun 2008 dilaksanakan 
sosialisasi oleh team faskel PNPM MP. Sosialisasi 
dilaksanakan di GOR Grha Purba Buana komplek Kantor 
Desa Patalan dimana setiap Dusun diwakili oleh 3 orang 
utusan yang kita sebut sebagai relawan. Sosialisasi awal ini 
dilaksanakan oleh fasilitator PNPM selain untuk meminta 
ijin kepada Pemerintah Desa Patalan untuk melaksanakan 
siklus PNPM-MP dan untuk mendapatkan gambaran 





Hal serupa diungkapkan oleh Bapak “En” selaku UPL (Unit 
pengelola Lingkungan) LKM Karya Buana, mengungkapkan 
bahwa : 
“Tiga orang relawan yang menjadi utusan Dusun adalah 
tokoh masyarakat, karangtaruna, dan atau anggota PKK 
Dusun, salah satu dari tiga utusan tersebut harus 
perempuan. Kenapa salah satunya harus perempuan ?, jadi 
dalam PNPM MP mempunyai prinsip 30% pengurusnya 
adalah perempuan. Kemudian dari kegiatan sosialisasi ini 
team faskel PNPM MP mengukur bagaimana kesiapan 
masyarakat menerima datangnya PNPM MP di kelurahan 
Patalan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa warga masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi 
PNPM MP adalah tiga orang utusan Dusun yang terdiri dari tokoh 
masyarakat, karangtaruna, dan atau anggota PKK untuk 
selanjutnya mereka disebut sebagai relawan. Tujuan dari 
sosialisasi awal dan rembug kesiapan warga ini adalah untuk 
mendapatkan gambaran dinamika social masyarakat, 
menyebarluaskan informasi tentang akan adnya program PNPM-
MP di kelurahan Patalan, membangun komitmen masyarakat 
untuk menerima atau menolak PNPM-MP dengan segala 
konsekwensinya, serta mendapatkan relawan yang mampu 
memfasilitasi dan mengawal program PNPM-MP di kelurahan 
Patalan. 
2.) Refleksi kemiskinan 
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Refleksi kemiskinan merupakan kegiatan dimana 
masyarakat meninjau kembali faktor-faktor penyebab kemiskinan 
di daerah mereka Tujuannya adalah untuk menumbuhkan 
kesadaran kritis masyarakat bahwa persoalan kemiskinan 
penyebab utama lunturnya moral. Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan mbk “Ln” selaku fasilitator kelurahan Patalan, yaitu 
: 
“Tujuan dari refleksi kemiskinan adalah untuk 
menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa ada 
masalah bersama, yaitu kemiskinan yang harus 
ditanggulangi bersama kemudian menemukan akar 
penyebab kemiskinan tersebut, begitu mbak.” 
 
 Mas “Bm” yang juga fasilitator kelurahan Patalan 
menambahkan bahwa : 
“Jadi mbak, dalam kegiatan refleksi kemiskinan ini  secara 
bersama-sama masyarakat membangun niat untuk 
menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi.“ 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pentingnya refleksi kemiskinan ini untuk dapat mengetahui akar 
penyebabnya dan kemiskinan yang bukan hanya tanggung jawab 




3.) Pemetaan swadaya 
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Pemetaan swadaya dalam PNPM-MP ditempatkan sebagai 
alat pendorong perubahan social agar masyarakat lebih mampu 
untuk menganalisis keadaannya sendiri, kemudian memikirkan apa 
yang bias dilakukan untuk memperbaiki keadaannya serta 
mengembangkan potensi dan keterampilan mereka untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kegiatan 
pemetaan swadaya adalah suatu pendekatan partisipatif yang 
dilakukan oleh masyarakat untuk merumuskan sendiri berbagai 
persoalan yang dihadapi terutama masalah kemiskinan serta untuk 
menggali potensi-potensi yang mereka miliki, sehingga masyarakat 
lebih banyak mengutamakan kemampuan sumber dayanya sendiri 
tidak terlalu menggantungkan bantuan dari luar. Tujuan dan hasil 
yang diharapkan dari kegiatan pemetaan swadaya yaitu mendorong 
masyarakat dalam memahami persoalan kondisi nyata mereka 
sendiri, dan mendorong masyarakat menyadari potensi—otensi 
yang mereka miliki. 
 Kemudian secara lebih rinci, output atau keluaran yang 
diharapkan yaitu untuk mendapatkan data-data dan rumusan 
permasalahan warga miskin menyangkut permasalahan lingkungan, 
ekonomi, dan social, untuk mendapatkan daftar keluarga miskin 
mulai dari namanya, alamatnya, serta permasalahan-permasalahan 
khusus dari masing-masing jiwa, serta untuk mendaptkan peta 
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wilayah persebaran warga miskin tersebut dan juga peta tematik 
seperti kesehatan, pendidikan, atau sarana prasarana lingkungan. 
4.) Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Pada tingkat lokal dibentuklah suatu organisasi yang disebut 
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian mulai 
pada tahun 2008 disebut sebagai Lembaga kesswadayaan 
Masyarakat (LKM). LKM ini merupakan suatu kelembagaan yang 
dirancang untuk dapat memotori pembangunan kembali kehidupan 
masyarakat yang mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. 
Pada  tahapan keempat ini sebelum lembaga ini benar-benar 
dibentuk, akan dilaksanakan pemilihan anggota LKM. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak “Mg” dalam wawancara yang dilakukan 
oleh penulis, beliau mengungkapkan bahwa : 
“ Setelah dilaksanakan kegiatan pemetaan swadaya, tahapan 
selanjutnya adalah pemilihan amggota LKM ditingkat Desa 
mbak. Tiga orang utusan Dusun dikaikan 20 Dusun, jadi 60 
orang ini saling memilih. Satu orang memilih 3 nama dan 
salah satunya harus perempuan. Nah baru setelah semua 
memilih akan dirangking dari perolehan suara tertinggi, tiga 
belas orang dengan perolehan suara tertinggi itulah yang 
terpilih menjadi anggota LKM.” 
 
Dengan pernyataan yang sama ibu “Nn” memberikan 
keterangan, beliau terpilih menjadi anggota LKM dalam 2 periode 
ini. Ibu “Nn” menyatakan bahwa : 
“sewaktu pertama kali dilaksanakan kegiatan pemilihan 
anggota LKM, saya memperoleh 12 suara dan rangking 13 
(yang terakhir), waktu itu ada dua orang yang memperoleh 12 
suara mbak, sehingga saya dan orang tersebut istilahnya 
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ditandingkan lagi dengan pemungutan suara dan saya yang 
mendapat suara lebih banyak dan akhirnya sayalah anggta 
LKM ke-13. ” 
Dengan pertanyaan yang sama mbak “In” menambahkan : 
“Pemilihan anggota LKM ini dilaksanakan sebelum lembaga 
ini dibentuk, setelah terpilih 13 orang baru kemudian 
ditetapkan nama lembaganya yaitu LKM Karya Buana. Lalu 
kenapa harus 13 orang, jadi kita menganut aturan dari 
PNPM-MP untuk jumlah anggota LKM bias terdiri dari 7, 
11, atau 13 orang. Berhung di Desa Patalan terdiri dari 20 
Dusun maka dipilihlah jumlah 13 orang sebagai jumlah yang 
maximal. Ke-13 orang anggota LKM selanjutnya dipilih 
salah satu orang untuk menjadi koordinator, waktu itu 
berdasar kesepakatan bersama maka dipilih Bapak “Wn” 
sebagai koordinator pada periode pertama, sayangnya pada 
periode kedua ini beliau tidak kemballi terpilih menjadi 
anggota LKM.” 
 
Kemudian mas “Hr” selaku anggota LKM Karya Buana 
memberikan keterangan lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa : 
“LKM adalah pimpinan kolektif, jadi segala keputusan 
berdasarkan pada keputusan bersama-sama tidak hanya 
berdasar koordinator namun seluruh anggota atau ke-13 
orang tadi. LKM ini menjadi sebuah wadah bagi masyarakat 
untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, ke-13 
orang anggota LKM yang telah terpilih ini adalah wakil dari 
masyarakat, jadi gambarannya tu mbak dalam sebuah Negara 
anggota LKM seperti anggota DPR yang menjadi wakil 
rakyat. Kalau masalah proses pemilihan anggota LKM, 
setelah terpilih 13 anggota LKM, kami bersama-sama 
mencari dan memilih 4 orang, yang pertama sekretariat 
seperti yang saya jabat ini, kemudian UPL ( Unit Pengelola 
Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosial), dan UPK (Unit 
Pengelola Keuangan). Masing-masing bidang tersebut 
mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing mbak. 
Dan yang terpenting untuk menguatkan keberadaan lembaga 
ini, kami membuat akta notaris. Jadi, lembaga ini legal 
mempunyai payung hokum dan harapannya menjadi unit 
bagian di pemerintah Desa.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan 
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pimpinan kolektif yang menjadi wadah bagi masyarakat terutama 
masyarakat kurang mampu untuk menuyuarakan aspirasi dan 
kebutuhan mereka. LKM merupakan lembaga yang legal yang 
memiliki akta notaris dan memiliki jumlah anggota 13 orang 
melalui pemilihan di tingkat Desa, ke-13 orang anggota LKM ini 
menjadi utusan atau wakil dari masyarakat untuk menjembatani 
aspirasi masyarakat.Selain 13 orang anggota, dalam lembaga ini 
juga terdapat seorang sekretariat, UPL (Unit Pengelola 
Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Lingkungan), dan UPK (Unit 
Pengelola Keuangan) yang mana masing-masing unit ini memiliki 
tugas pokok dan fungsi  (tupoksi) masing-masing. 
5.) Penyusunan PJM dan Renta Pronangkis 
 Setiap LKM bersama masyarakat melakukan proses 
perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka 
Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan 
Kemiskinan atau yang lebih dikenal sebagai PJM dan Renta 
Pronangkis. 
Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa PJM Pronangkis 
adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan 
perspektif waktu sampai dengan 3 tahun dari suatu program 
penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan. PJM pronangkis 
ini kemudian dijabarkan menjadi Ren-Ta atau rencana tahunan 
yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya 
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penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan. Renta ini juga harus 
dilakukan secara partisipatif dan dievaluasi setiap tahun, sedangkan 
PJM Pronangkis dievaluasi setiap 3 tahun sekali. 
PJM dan Renta Pronangkis bersifat “open menu”, yang 
maksudnya adalah terbuka sesuai dengan usulan masyarakat yaitu 
hasil dari pemetaan swadaya (PS), yaitu dengan merekapitulasi 
hasil kajian PS 1 sampai dengan PS 6. PS-1 adalah kajian tentang 
pemetaan wilayah sebaran warga miskin dan kajian lingkungan, 
PS-2 merupakan kajian wawancara KK miskin dan gambaran 
masalah lingkungan, PS-3 merupakan kajian permasalah ekonomi, 
PS-4 adalah pemetaan dan kajian permasalahan kesehatan, PS-5 
adalah pemetaan dan kajian permasalahan pendidikan, kemudian 
yang terakhir PS-6 adalah kajian kelembagaan dan kepemimpinan.  
Dari keenam kegiatan PS tersebut dapat dilihat 
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, maka 
kemudian dapat tersusunlah program-program yang akan 
dilaksanakan selama periode 1-5 tahun. Berhubung jangka waktu 
setiap periode kepengurusan dalam LKM adalah 3 tahun, maka 
PJM dibuat untuk jangka waktu tersebut. Kemudian Renta atau 
rencana tahunan adalah kegiatan disetiap tahunnya dari PJM 
tersebut. 
PJM dan Renta Pronangkis ini disusun oleh masyarakat 
sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat untuk membahas dan 
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menyepakati prioritas program yang akan dilaksanakan 
berdasarkan hasil-hasil pemetaan kemiskinan dengan melibatkan 
semua pihak di kelurahann setempat. 
6.) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
Tujuan dari pembentukan KSM ini adalah agar masyarakat 
mampu membangun KSM yang dapat menjadi pelaku langsung 
kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dan 
pengorganisasian masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak “En” selaku 
Unit Pengelola Linkungan beliau mengutarakakn sebagai berikut : 
“Jadi KSM ini dibentuk oleh masyarakat setempat sesuai 
dengan keputusan musyawarah mereka, siapa yang jadi 
ketua, sekretaris, bendahara.Fungsinya kenapa koq dibentuk 
KSM ini adalah sebagai team penyusun proposal kegiatan, 
lalu pelaksana, dan juga pengevaluasi dengan didampingi 
unit pengelola, kalau kegiatan infrastruktur ya dengan saya 
sebagai Unit Pengelola Lingkungan (UPL), kemudian kalau 
kegiatan social ya dengan Unit Pengelola Sosial (UPS), dan 
kalau kegiatan ekonomi atau simpan pinjam ya dengan Unit 
Pengelola Keuangan (UPK) dan didampingi juga oleh 
fasilitator sebagai pengarahnya.” 
 
Kemudian Bapak Sg” selaku anggota KSM infrastruktur beliau 
mengungkapkan bahwa : 
“saya anggota KSM mbak, dulu pembentukannya dengan 
musyawarah yang melibatkan Pak Kadus, RT, karangtaruna, 
ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat lainnya yang dipandang aktif 
dan bisa. Lalu dipilih ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya 
dan ditentukan nama KSMnya.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM adalah kelompok kecil 
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di masyarakat yang bertugas menyusun proposal kegiatan yang 
akan dilaksanakan, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi 
sendiri kegiatan tersebut dengan didampingi oleh LKM dan 
faskel.Pembentukan KSM ini melalui musyawarah di tingkat 
Dusun yang melibatkan Kepala Dusun, ketua RT, karangtaruna, 
ibu-ibu PKK, serta tokoh masyarakat lainnya yang dipandang aktif 
dan bisa. Kemudian ditentukan ketuanya, sekretarisnya, 
bendaharanya dan ditentukan nama KSM yang dibentuk tersebut. 
7.) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
 Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada 
masyarakat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan 
strukktural dan kemiskinan yang disebabkan oleh krisis ekonomi. 
Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana yang diharapkan 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan memacu kegiatan ekonomi 
produktif. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada 
dasarnya adalah wakaf tunai yang dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan penanggulangn kemiskinan yang telah 
direncanakan oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) di bawah koordinasi Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM). 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak “Mg” selaku 
koordinator LKM Karya Buana, beliau mengungkapkan bahwa : 
“dana BLM ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat 
mbak, untuk besarnya dana BLM yang diterima oleh LKM 
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itu bergantung dengan kondisi Desa, terutama jumlah warga 
miskin. Jadi dana ini nantinya masuk kerekening LKM tidak 
langsung 100%. Dulu cair dalam 3 tahap, tapi sekarang jadi 2 
tahap yaitu 60% lalu 40 %. Tahap pertama sebesar 60% ini 
nanti dibagi, 10% untuk BOP LKM, 50% untuk kegiatan 
infrastruktur yang dikelola oleh Unit Pengelola Lingkungan 
(UPL), 20% untuk kegiatan social yang dikelola oleh Unit 
Pengelola Sosial (UPS), dan 20% lagi untuk kegiatan 
ekonomi yaitu pinjaman bergulir bagi masyarakat miskin 
yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK).” 
 
Dengan pertanyaan yang sama, mbak “Ln” selaku senior 
fasilitator PNPM-MP juga mengungkapkan bahwa : 
“kami dari faskel juga tidak tahu besar dana yang diterima 
setiap BKM/LKM mbak karena pemerintah pusat yang 
menentukan. Kami sebagai fasilitator nanti membantu 
BKM/LKM membuat dokumen pencairan dana BLM yang 
pencairannya masuk ke rekening LKM. Setelah dana masuk 
rekening LKM mensosialisasikan kepada masyarakat, Kepala 
Dusun, dan Pemerintah Desa dan menginformasikan kegiatan 
prioritas yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang akan 
dilaksanakan ini sesuai dengan Renta yang diambil dari PJM 
yang telah disusun bersama. Tahap 1 cair 60%, 50% untuk 
UPL, 20% untuk UPS, 20% lagi untuk UPK, dan 10% untuk 
operasional LKM”. Kemudian KSM yang telah dibentuk 
menyiapkan proposal yang didampingi oleh UP-UP tersebut, 
jadi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 
evaluasi diharapkan dilakukan dengan baik oleh masyarakat 
secara langsung.” 
 
Selanjutnya Bapak “Wk” selaku ketua KSM Lingkungan 
menuturkan bahwa : 
“kalau BLM cair kami diundang mbak untuk diberi informasi 
dana cair sekian, lalu program yang diprioritaskan adalah 
program x, Dusun x dan kami selaku KSM di Dusun tersebut 
diminta menyiapkan proposal perencanaan didampingi UPL 
kan saya dari KSM lingkungan, kalo yang sosial ya sama 
UPS, ekonomi sama UPK. Besar dana yang diterima tiap 
Dusun / KSM berbeda-beda mbak, sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing. Nanti cairnyapun juga tidak 100% langsung 
tapi bertahap, pertama setelah proposal jadi dana akan cair 
30%, kemudian setelah program berjalan dana cair lagi 60%, 
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dan sesudah itu kami membuat draft LPJ untuk mencairkan 
sisanya yaitu 10%.” 
 
Pendapat bapak “Wk” ini diperkuat oleh Bapak “Tr” selaku 
kepala Dusun Sulang Kidul, beliau mengatakan bahwa : 
“betul sekali mbak apa yang disampaikan bapak “Wk” 
kebetulan untuk tahun ini di Dusun saya mendapat jatah 
untuk kegiatan lingkungan dan social. Untuk kegiatan sosial 
kemarin adalah pelatihan budidaya tanaman sayur system 
polybag, kegiatannya dibuat kluster, 1 kluster ada 3 Dusun 
jadi pengurus KSMnya juga dari 3 Dusun. Awalnya 
menyiapkan proposal untuk mencairkan dana yang 30%, 
setelah dana itu dialokasikan kemudian yang 60% + 10% cair 
bersamaan karena yang inikan untuk pelatihan, kalo yang 
lingkungan untuk pembuatan bangket kemarin bertahap dari 
30%-60%-10%. Di Dusun gerselo juga kegiatan bangket 
mbak, tapi dananya lebih besar di sana karena volumenya 
lebih banyak sana, jadi ya itu sesuai kebutuhan. Dan 
masyarakat memang terlibat langsung dari awal hingga akhir 
dengan didampingi oleh bapak “En” selaku pengelola 
lingkungan.”  
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa besar dana BLM yang diterima setiap BKM atau LKM 
setiap tahun berbeda-beda, sesuai dengan data jumlah warga miskin 
di Desa / Kelurahan setempat. Dana BLM tersalurkan kepada 
masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
yaitu melalui rekening LKM dimana dana dalam satu tahun 
tersebut masuk ke rekening LKM dalam dua tahap. Tahap 1 dana 
masuk sebesar 60% dengan rincian pemanfaatan 10% untuk Biaya 
Operasional (BOP) LKM, 50% untuk kegiatan infrastruktur yang 
dikelola oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL), 20% untuk 
kegiatan sosial yang dikelola oleh Unit Pengelola Sosial (UPS), dan 
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20% sisanya untuk kegiatan ekonomi bergulir yang dikelola oleh 
Unit Pengelola keuangan (UPK). 
Bila dana BLM telah masuk ke rekening LKM, kemudian 
LKM melaksanakan kegiatan sosialisasi pencairan dana BLM 
kepada pemerintah Desa Patalan, Kepala Dusun, dan masyarakat 
yang terlibat dalam KSM. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, 
LKM juga menyampaikan proritas program yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan (Renta) yang telah 
disusun berdasar kesepakatan hasil rapat. KSM atau Dusun yang 
mendapat jatah program kegiatan harus menyiapkan proposal 
perencanaan dengan didampingi oleh UP-UP sesuai bidang 
kegiatan. Bila proposal sudah beres, baru dana BLM akan cair 
sebesar 30%, kemudian setelah dialokasikan akan cair lagi sebesar 
60%, dan terakhir setelah LPJ program kegiatan dibuat dana 10% 
akan cair. 
 Besar dana BLM yang diterima setiap KSM berbeda-beda 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. KSM sebagai wakil 
dari masyarakat terlibat langsung mulai dari tahap persiapan yaitu 
penyusunan program kegiatan, lalu pelaksanaan yaitu pembuatan 
proposal, pencairan dana dan pengalokasian dana, serta tahap 
pelaporan dan evaluasi yaitu membuat LPJ dan kegiatan 
monitoring. 
b. Siklus 2 
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Siklus 2 adalah tahun kedua PNPM-MP bekerja di Kelurahan 
atau Desa yang sama. Sesuai dengan prinsip dasar yang harus dianut 
dalam melaksanakkan siklus ditingkat Kelurahan atau Desa, maka 
pada awal tahun kedua ini yaitu bulan Januari, rencana tahunan 
(Renta) yang telah disahkan dalam kegiatan Rembug Warga Tahunan 
(RWT) yang dilaksanakan pada bulan Desember siklus 1 
diintegrasikan dalam RPJMDes. Tujuan dari pengintegrasian Renta ke 
dalam RPJMDes adalah untuk menyesuaikan program kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh LKM dengan program kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh pihak Desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
antara program kerja LKM dengan program kerja Pemerintah Desa. 
Selanjutnya bila Bantuan Langsung mayarakat (BLM) tahap 1 
telah masuk ke rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
maka langkah yang harus dilaksanakan oleh anggota LKM sama 
seperti pada siklus 1. Anggota LKM mengundang Pemerintah Desa, 
Kepala Dusun, serta Kelompok Swadaya Masyarakat melaksanakan 
sosialisasi BLM dan menginformasikan program kegiatan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan Renta yang telah dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota LKM yaitu mbak 
“In” beliau mengungkapkan bahwa : 
“siklus 2 ini diawali dengan sosialisasi adanya BLM kepada 
Pemerintah Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat melalui KSM 
yang telah dibentuk. Kalau BLM tahap 1 dan 2 sudah 
tersalurkan, kegiatan selanjutnya adalah review, ada review 
keuangan, review kelembagaan, dan review program. Lalu apa 
itu review, review ini adalah serangkaian kegiatan maninjau 
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kembali kinerja kelembagaan LKM, capain Renta, dan kinerja 
keuangan LKm baik secretariat, UPK, UPS, dan UPL yang 
kemudian hasilnya disampaikan di lokakarya dan RWT, tapi 
pada prakteknya kegiatan lokarya digabung denga RWT”. 
 
Dengan pertanyaan yang sama mbak “Ln” selaku team 
fasilitator PNPM-MP menyampaikan bahwa : 
“pada prinsipnya siklus kedua ini sama dengan siklus pertama, 
ada BLM yang dimulai dari BLM tahap 1 yaitu 60% dari total 
BLM yang diterima oleh LKM Patalan ini, kemudian 
disosialisaikan ke Pemdes, Dukuh-dukuh, dan masyarakat. 
Setelah dana BLM tersalurkan selanjutnya LKM wajib 
melaksanakan yang namanya review, diantaranya review 
keuangan, review program dan review kelembagaan. Nah team 
review ini terdiri dari anggota LKM, Pemdes, Dukuh dan tokoh 
masyarakat seperti anggota KSM, kader POSYANDU, anggota 
PKK dan porsinya 30% adalah perempuan. Setiap tahun ini 
wajib dilaksanakan mbak mulai dari perguliran BLM, review, 
lokakarya hasil review dan yang terakhir adalah RWT”. 
 
Kemudian Bapak “Ag” selaku Kepala bagian kesra 
menyampaikan bahwa : 
“setiap dana BLM masuk di rekening LKM kami dari Pemdes 
bersama dengan dukuh-dukuh dan masyarakat diundang. Jadi 
kami tahu kegiatan yang dilaksanakan oleh LKM. Kami juga 
dilibatkan dalam kegiatan review, kemarin saya jadi ketua team 
review program bersama dengan pak dukuh, anggota PKK Desa, 
serta anggota LKM sendiri. Pokoknya setiap team harus ada 
perempuannya. Terus pas RWT kami juga diundang dan jadi 
panitia juga”. 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pada siklus ke 2 ini kegiatannya diawali dengan sosialisai dana BLM 
tahap 1 kepada Pemerintah Desa Patalan, Kepala Dusun di desa 
Patalan, dan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) yang telah dibentuk. Setelah dana BLM tahap 1 dan 2 
disalurkan ke masyarakat selanjutnya LKM wajib melaksanakan 
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kegiatan review. Ada tiga kegiatan review yang harus dilaksanakan 
yaitu review keuangan, review program, dan review kelembagaan. 
Kegiatan review ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meninjau 
ulang kinerja kelembagaan Lembaga Keswadayaan masyarakat 
(LKM), capaian rencana tahunan (Renta) yaitu dari program-program 
yang telah dilaksanakan melalui UP-UP (UPK,UPS, dan UPL), serta 
melihat kembali kinerja keuangan Lembaga Keswadayaan masyarakat 
(LKM) yang dilaksanakan oleh sekretariat Lembaga Keswadayaan 
masyarakat (LKM) dan juga Unit Pengelola Keuangan (UPK).  
c. Siklus 3 
Siklus 3 adalah tahun ketiga PNPM-MP bekerja dikelurahan 
yang sama. Pada siklus ke 3 ini kegiatannya sama dengan siklus 2, 
hanya saja siklus 3 adalah tahun terakhir pelaksanaan siklus dan 
berakhirnya masa bakti anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM). Dengan berakhirnya masa bakti ini maka Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) harus melaksanakan kegiatan 
pemilu atau pemilihan anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM) seperti pada saat pembentukan Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) pada siklus 1 awal datangnya PNPM-MP. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) yaitu mas “Hr” menyampaikan 
bahwa : 
“pada siklus ketiga ini dek sebelum dilakukan kegiatan review, 
kami dari LKM melakukan pemilu, pemilunya dimulai dari 
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tingkat basis RT. Jadi setiap RT memilih 5 orang untuk 
kemudian dicalonkan dipemilu tingkat Dusun. Di tingkat Dusun 
dipilih lagi menjadi 3 orang yang salah satunya harus 
perempuan untuk dikirim mengikuti pemilu di tingkat Desa atau 
Kelurahan untuk dipilih 13 nggota LKM baru”. 
 
Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama Ibu “Mm” selaku 
anggota KSM menyampaikan bahwa : 
“dulu saya menjadi salah satu kandidat yang terpilih di Dusun 
saya mbak, Cuma sayangnya pas pemilihan di tingkat Desa saya 
tidak terpilih, yang terpilih mbak “Rf” anggota LKM lama 
terpilih lagi. Pas pemilu di tingkat Desa itu ada pak dukuh-
dukuh, pak Lurah, Pak Kesra dan mas dan mbak dari PNPM 
juga.” 
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak “Tn” selaku kepala Dusun 
Sulang kidul, beliau menyampaikan : 
“iya pemilu LKM tu berawal dari basis RT disetiap Dusun, lalu 
di Dusun dipilih lagi kemudian maju di pemilu tingkat Desa. 
Anggota LKM yang dulu bisa dicalonkan lagi, kan dia sudah 
tahu gambaran terkait LKM tu bagaimana jadi ya kalo menurut 
saya pantaslah kalau dipilih lagi. Pemilihannya disaksikan oleh 
pak Lurah, dukuh-dukuh, faskel PNPM sama team pemilu yang 
terdiri dari anggota LKM, Pemdes, ada dukuh juga.” 
 
Kemudian bapak “Ag” selaku Kepala Bagian Kesra 
menambahkan : 
“saya kemarin jadi team pemilu, jadi di tahun ketiga kan masa 
kerja anggota LKM habis makanya harus dilaksanakan 
pemilihan anggota LKM yang baru, dan setahu saya anggota 
LKM lama bisa dicalonkan untuk dipilih di pemilu tingkat Desa. 
Jadi itu kandidatnya saling memilih, ya seperti pemilu pada 
umunya itu mbak dilakukan pemungutan dan penghitungan 
perolehan suara sampai terpilih 13 orang anggota LKM. 
Anggota LKM yang baru itu nanti akan dikenalkan ke 




Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 
siklus 3 ini sebelum melaksanakan kegiatan review Lembaga 
Keswadayaan masyarakat (LKM) melaksanakan kegiatan pemilihan 
anggota LKM yang baru, dikarenakan pada tahun ketiga ini masa 
bakti anggota LKM telah habis. Team pemilu terdiri dari anggota 
LKM, Pemerintah Desa, Dukuh-dukuh, dan juga tokoh masyarakat. 
Kegiatan pemilu LKM dilaksanakan mulai dari pemilu tingkat basis 
RT dengan memilih 5 orang yang selanjutnya dikumpulkan di Dusun 
untuk dilaksnakan pemilihan di tingkat Dusun. Dari pemilihan di 
tingkat Dusun tersebut akan terpilih 3 orang yang salah satunya adalah 
perempuan untuk menjadi kandidat di pemilu tingkat Desa atau 
Kelurahan. 
Pemilu di tingkat Desa dilaksanakan dengan mengundang 
Pemerintah Desa Patalan terutama Lurah, kemudian seluruh Kepala 
Dusun di Desa Patalan, team fasilitator PNPM-MP, dan tokoh 
masyarakat terutama KSM. Anggota LKM yang terpilih sebanyak 13 
orang untuk masa bakti 3 tahun di tahun ke-4. Kemudian pada tahun 
ke-4 akan dilakukan siklus 1 sampai siklus 3 karena pada tahun ketiga 
masa bakti anggota LKM berakhir dan PJM Pronangkis juga telah 
berakhir.  
2. Keberhasilan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan melalui Lembaga Keswadayaan 
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Masyarakat “Karya Buana” di Desa Patalan dalam Upaya 
Pengentasan Kemiskinan 
Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan (PNPM MP) melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) Karya Buana di Desa Patalan tentunya ada hasil yang 
akan dicapai. Kriteria keberhasilan suatu program dapat diukur dari  
ketercapaian tujuan program tersebut. Tujuan dari program yang 
dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator 
PNPM-MP yaitu mbak “Ln” beliau mengatakan bahwa : 
“tujuan pelaksanaan PNPM-MP ini ada di buku panduan 
pelaksanaan ini mbak, saya ulas sedikit. Jadi tujuan dari 
program yang dilaksanaan PNPM-MP ini yang perama untuk 
mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri yang dapat 
mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Kedua, Pemda 
semakin memahami dan bisa menerapkan model pembangunan 
partisiptif yang berbasis kelembagaan masyarakat. Ketiga, 
capaian manfaat program kepada kelompok sasaran semakin 
efektif, dan yang terakhir tujuannya adalah untuk mewujudkan 
sinergitas berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam 
rangka penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan 
PNPM itu sendiri. Kalau tingkat keberhasilannya ya bisa 
dilihat dari program-program PNPM yang telah dilaksanakan 
di LKM ini mbak”. 
 
Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian tujuan program PNPM-
MP ini terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga 
Keswadayaan masyarakat (LKM) “Karya Buana” berikut ini hasil 
wawancara dengan bapak “Sd” selaku Lurah Desa Patalan, beliau 
mengungkapkan bahwa : 
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“pelaksanaan program PNPM di Desa Patalan ini cukup 
berhasil. Saya melihat dari kegiatan pembuatan batako kemarin 
masyarakat terlihat antusias, malah kabarnya yang pelatihan 
termin pertama pesertanya ada yang pinjam modal ke UPK 
untuk membuka usaha cetak batako, itukan bagus mbak. Lalu 
kegiatan polybag juga cukup bagus, dan kegiatan infrastruktur 
yang rekontruksi rumah itu sangat bagus, masyarakat yang 
memang belum punya rumah dan mereka memang kurang 
mampu dibantu material mereka swadaya tenaga. Lalu yang 
jambanisasi juga, justru itu juga mengajarkan hidup yang sehat 
menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya saya bayangkan kalau 
belum punya jamban katanya di Dusun Kategan RT paling 
ujung satu RT ada 7 KK yang belum punya jamban, mereka 
buang air di kali, itukan tidak sehat. Itu kemarin sama pak endi 
dibantu semuakan mbak. Jadi masyarakat sangat terbantu. 
Bagus itu mbak, meringankan Pemerintah Desa dalam 
menangani beban permasalahan kemiskinan di Desa Ptalan 
ini.” 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak “Tj” selaku Kepala Dusun 
Ngupit Desa Patalan, yaitu : 
“tingkat keberhasilan menurut saya, saya contohkan dari 
kegiatan infrastruktur ya mbak. Pertama corblok jalan, dulu 
jalan di tengah dusun itu kan kalau hujan becek, ada yang 
berlubang, lalu ada kegiatan corblok jalan diperbaiki jadi lebih 
nyaman dilewati, malah ada yang kegiatan drainase atau 
peresapan jadi kalau hujan air bisa meresap disaluran air jadi 
gag ada genangan air. Nah inikan kalo jalanan bagus 
masyarakat yang lewat merasa nyaman jadikan memperlancar 
kegiatan mereka juga, terutama kegiatan perekonomian, jadi 
mobilitas masyarakat jadi lancer. Jadi ya… dapt dikatakan 
berhasil lah mbak. Cuma kalo mbake tanya yang tadi Pemdes 
bisa menerapkan model pembangunan partisiptif yang berbasis 
kelembagaan masyarakat saya kira belum.” 
 
Ibu Rini selaku penerima manfaat kegiatan rekontruksi rumah tidak 
layak huni dari Dusun Kategan memaparkan bahwa : 
“adanya LKM sama PNPM menurut yang saya rasakan sendiri 
kegiatannya sangat membantu warga terutama warga miskin 
seperti kami ini mbak. Dulu rumah saya Cuma rumah IOM, 
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mau bangun ya masih nabung kumpul-kumpul uang orang 
material juga mahal belum lagi bayar tukang. Nah untung saja 
ada LKM dan PNPM itu saya dapat bantuan material untuk 
membuat rumah. Saya sangat senang sekali karena saya kan 
punya balita to mbak, kalo rumah sudah permanen begini kan 
lebih nyaman”. 
 
Kemudian ibu “Mm” selaku masyarakat dan menjadi anggota KSM 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang menerima manfaat peminjaman 
modal dari UPK LKM Karya Buana, yaitu : 
“kalau menurut saya mbak tingkat keberhasilan program 
PNPM di Desa Patalan ini, khususnya bagi saya sendiri lalu 
teman-teman yang jadi anggota KSM ekonomi dan mendapat 
pinjaman modal untuk usaha itu kita jadi bisa punya modal, 
ada yang bertambah modalnya, jadi usaha bisa dikembangkan. 
Kalau masyarakat banyak yang bisa punya usaha meskipun 
kecil itukan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi to 
mbak. Jadi ya saya rasa cukup berhasil, apalagi cicilan ringan, 
ada IPTWnya, jumlah pinjaman juga bisa meningkat.” 
 
Keterangan ini diperkuat oleh bapak “Br” yang juga anggota KSM 
Unit Pengelola Sosial (UPS), yaitu : 
“menurut saya tingkat keberhasilan program PNPM di Desa ini 
lumayan berhasil mbak, kan program yang dilaksanakan juga 
usulan dari masyarakat. Contohnya yang pelatihan budidaya 
tanaman sayur system polybag kemarin. Kita diajari membuat 
pupuk kompos dari kotoran hewan, dari sampah organic, dan 
dari sampah dedaunan, itu semua tersedia di lingkungan kita 
gag usah beli. Nanti hasil pupuk komposnya itu bisa dipakai 
menanam tanaman sayur di polybag. Jadi yang punya halaman 
rumah bisa dimanfaatkan meskipun sempit. Terus nanti 
hasilnya bisa dipakai sendiri atau mau djual juga bisa mbak. 
Itu kemarin terong sama tomat hasil panen ada yang beli, 
apalagi kalau dibuat koperasi bersama, kita yang pada nanam 
sayur ini kalau berbuah lalu dijual dikoperasi semacam itu. 
Terus istri saya dapat pinjaman modal dari UPK itu kemarin 





Sedangkan pendapat dari mbak “Kp” selaku manager UPK 
menuturkan bahwa : 
“kami dari pengelola keuangan merasa kegiatan ini lumayan 
berhasil, jadi banyak masyarakat khususnya warga miskin 
yang mengajukan pinjaman sih dek, cuman kendalanya dari 
kita ya butuh pemupukan modal lagi. Tahun ini jatah BLM 
untuk UPK lebih sedikit karena angka kemacetan beberapa 
KSM yang benar-benar macet tidak mengangsur. Dari kami ya 
berbagai upaya sudah kami lakukan sampai koordinator LKM 
dan fasilitator juga bareng-bareng mendatangi KSM yang 
macet. Sepertinya kami dari UPK dan teman LKM sangat 
butuh bantuan dari Pemerintah Desa, seperti BKM/LKM di 
Desa sebelah kan Pemerintah Desa aktif terlibat untuk 
mengatasi kemacetan di UPK ini”. 
 
Kemudian mbak “Tk” selaku sekretariat LKM Karya Buana 
menambahkan terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan program PNPM 
Mandiri perkotaan melalui LKM Karya Buana di Desa Patalan yaitu : 
“dari segi pandangan saya terkait keberhasilan pelaksanaan 
program PNPM ini dek, hanya satu aspek yang belum bisa 
berhasil. Tidak jauh dari apa yang dikatakan UPK tadi , jadi 
salah satu tujuan dari PNPM ini adalah mewujudkan 
harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan 
masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai 
kebijakan PNPM dengan pemerintah Desa setempat atau 
dengan lembaga lain. Nah, masalahnya di Patalan ini antara 
LKM dengan Pemerintah Desa sama sekali belum ada 
hubungan yang harmonis, yang seharusnya bisa saling 
melengkapi.”  
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP) adalah : 
a. Terwujudnya masyarakat berdaya dan mandiri yang mampu 
mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya. 
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b. Pemerintah Daerah semakin memahami dan mampu menerapkan 
model pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan 
masyarakat serta pendekatan kemitraan masyarakat. 
c. Capaian manfaat program kepada kelompok sasaran semakin efektif. 
d. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan 
sesuai dengan kebijakan PNPM. 
Kriteria atau indikator keberhasilan suatu program dapat dilihat 
dari ketercapaian tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) tersebut. Kemudian dari kriteria 
keberhasilan program dan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa, 
Pamong Desa, anggota Lembaga Keswadayaan Masyakata (LKM) beserta 
UP-UP, Kelompok swadaya Masyarakat (KSM), dan juga penerima 
manfaat dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan Program 
Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) 
melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana sebagai 
upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan adalah sebagai berikut : 
a. Dari segi terwujudnya masyarakat berdaya dan mandiri, masyarakat 
yang mendapatkan program pelatihan sangat senang dan antusias 
mengikuti pelatihan, lalu masyarakat bisa melakukan tindak lanjut 




b. Dari segi capaian manfaat program kepada kelompok sasaran, warga 
masyarakat sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari UPK untuk 
mengembangkan usaha bagi yang sudah memiliki dan menciptakan 
usaha baru bagi masyarakat peserta pelatihan. Kemudian dari kegiatan 
infrastruktur masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya 
perbaikan dan pengerasan jalan, pembuatan saluran irigasi, 
rekontruksi rumah yang tidak layak huni, dan juga adanya bantuan 
jamban bagi warga miskin sehingga tingkat kesejahteraan mereka 
meningkat. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan melalui Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat “Karya Buana” di Desa Patalan dalam 
Upaya Pengentasan Kemiskinan 
Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan (PNPM MP) melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) Karya Buana di Desa Patalan terdapat faktor 
pendukung dan juga faktor penghambat. Baik faktor pendukung maupun 
faktor penghambat tersebut akan berpengaruh dalam proses pelaksanaan 
program tersebut. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti terhadap anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Karya Buana dan fasilitator, faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
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Perkotaan (PNPM MP) di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Karya Buana di Desa Patalan seperti yang diungkapkan mbak “Ln” selaku 
senior faskel yaitu : 
“faktor pendukung dan penghambatnya kalau menurut saya 
pertama faktor pendukung dari internalnya ya mbak, yaitu 
kerjasama UPS, UPL, Sekretariat, UPK, dan koordinator serta 
beberapa anggota LKMnya ya mereka mau saling membantu 
meski hanya itu-itu saja yang aktif. Terus faktor pendukung 
secara eksternalnya  tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi 
dan adanya BLM ini juga berpengaruh lho mbak, LKM sini kn 
belum ada chanelling jadi sumber dana utama ya dari BLM 
saja. Kalau faktor penghambatnya secara internal ya dari 
kelembagaannya sendiri mbak, jadi keaktifan dari anggota-
anggota LKMnya sendiri kurang, apalagi terdapat kekosongan 
posisi UPS, semua itukan menghambat kerja, yang tadinya ada 
SDM ini jadi kekurangan. Kalau rapat dan ada kegiatan ya 
cuma itu-itu saja orangnya. Lalu secara eksternal Pemdes 
dukungan dan kerjasamanya sangat kurang dan LKM pun 
belum menjalin kemitraan dengan pihak lain” 
 
Dengan pertanyaan yang sama Bapak “Mg” mengatakan bahwa : 
“faktor pendukung dari pelaksanaan program ini menurut 
hemart saya yang pertama adanya orang –orang yang berjiwa 
social yang aktif berpartisipasi di LKM ini, lalu tingkat 
partisipasi masyarakat dan beberapa Pamong Desa yaitu 
Kepala Dusun dalam upaya pemberdayaan masyarakatnya 
tinggi. Lalu faktor penghambatnya adalah tingkat partisipasi 
beberapa anggota LKM yang rendah, jadi tidak semua aktif. 
Kemudian sebagian Dukuh-Dukuh yang pasif atau cuek 
dengan kegiatan LKM, dan Pemerintah Desa yang kurang 
paham tupoksinya di LKM. LKM ini seharusnya jadi lembaga 
Desa yang penting dan Kepala Desa atau Lurah seharusnya 
menjadi pengarah, pelindung, memberikan bantuan.” 
 
Kemudian Ibu “Nn” menambahkan, yaitu : 
“menurut saya pribadi, pendapat saya faktor pendukungnya ya 
yang pertama keaktifan anggota LKM, dan peran serta 
pemerintah Desa dan Pamong Desa seperti pak Dukuh, kalau 
peran serta mereka bagus, mereka ikut berpartisipasi juga, 
kita punya hubungan dan kerjasama yang baik sehingga 
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program-program PNPM MP dalam hal ini di LKM Karya 
Buana dengan Pemerintah Desa bisa sinkron, saling 
melengkapi. Namun faktanya di Desa Patalan ini Pemerintah 
Desa Kurang terbuka , tidak memberi peluang kerjasama 
dengan LKM Karya Buana. Seharusnyakan LKM ini menjadi 
salah satu bagian dari lembaga Desa, kita juga punya hak 
menerima dana ADD dari mereka. Ya begitu mbak, mungkin 
jawaban saya itu malah sekaligus jadi faktor 
penghambatnya.” 
 
Sedangkan Bapak “Ag” selaku kepala bagian Kesra Desa Patalan 
menuturkan bahwa : 
“faktor pendukungnya ya antusiasme warga masyarakat mbak. 
Faktor penghambatnya ya mungkin dari anggota LKMnya itu 
sendiri aktif atau tidak, saya lihat belum semua aktif.” 
 
Lalu Bapak “Tj” selaku pamong Desa yaitu Kepala Dusun Ngupit 
menyampaikan bahwa : 
“faktor pendukung dari pelaksanaan program ini ya 
antusiasme masyarakat dan pamong Desa seperti Kadus, kana 
da to mbak Kadus yang istilahnya welcome dan antusias 
terhadap program LKM dan PNPM ada juga yang malas 
merasa repotlah, ribet jadi ada Dusun yang kemarin menolak 
jatah pelatihan untuk masyarakat, padahal kan bermanfaat. 
Kalo faktor penghambat ya mungkin itu tadi mbak, sama 
terkait hubungan dengan Pemerintah Desa kalo pandangan 
saya selaku salah satu Kepala Dusun saya melihat pihak Desa 
belum  merangkul dengan erat. Kemarin waktu 
musrenbangdes saya lihat ada dari LKM tapi kok LKM tidak 
dapat jatah ADD, dan kemarin sempat terjadi misscom waktu 
kegiatan bantuan alkes itu, wah jadi masalah di Dusun-Dusun 
itu mbak. Padahalkan LKM mengundang Pemdes waktu 
sosialisasi pemanfaatan dana BLM tapi kok ya dari Pemdes 
tidak paham.” 
Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota LKM, 
fasilitator kelurahan (faskel), dan Pemerintah Desa Patalan di atas, peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dan faktor 
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penghambat dari pelaksanaan program PNPM MP melalui LKM Karya 
Buana di Desa Patalan adalah sebagai berikut : 
a. Faktor pendukung secara internal yaitu adanya orang-orang yang 
berjiwa soaial yang aktif, jadi beberapa anggota Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta UP-UP ada yang terus aktif 
melaksanakan program kerja meski SDM terbatas. 
b. Faktor pendukung secara eksternal yaitu adanya partisipasi 
masyarakat dan juga Kepala Dusun yang cukup antusias menyambut 
kegiatan dan program PNPM-MP, mulai dari kegiatan pemeetaan 
swadaya, pembentukan KSM, pelaksanaan program sampai kegiatan 
monitoring dan evaluasinya. Kemudian adanya BLM (Bantuan 
Langsung Masyarakat) dari pemerintah pusat. 
c. Faktor penghambat secara internal yaitu kondisi kelembagaan di 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana dimana 
tidak semua anggota aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Terlebih 
adanya kekosongan posisi Unit Pengelola Sosial (UPS), sehimgga bila 
ada kegiatan di unit ini yang mengawasi adalah anggota LKM yang 
menjadi pokja UPS dengan bekerjasama dengan masyarakat atau 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 
d. Faktor penghambat secara eksternalnya yaitu kurangnya partisipasi 




1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat “Karya 
Buana” di Desa Patalan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan 
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana 
masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber 
daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di 
dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat 
juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana 
anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun 
informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha 
mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih 
merupakan suatu proses (Moh. Ali Aziz. dkk, 2005 : 136). 
Substansi dasar proses pemberdayaan masyarakat dititik beratkan 
pada memulihkan dan melembagakan kembali capital social yang dimiliki 
masyarakat, yakni dengan mendororng masyarakat agar mampu 
meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu 
membahu  dan bersatu padu menanggulangi masalah kemiskinan di 
wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai 
universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. 
Oleh karena itu siklus pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan 
adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di 
Desa atau kelurahan setempat. 
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Tahapan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) dan terbentuknya Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Desa Patalan adalah melalui proses 
atau tahapan siklus pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di 
kelurahan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 
prinsip dasar yang dianut dalam melaksanakan siklus ditingkat kelurahan, 
Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP) pada dasarnya dilaksanakan melalui tahapan atau siklus tahunan yang 
terdiri dari tiga tahap yaitu : 
 
 
a. Siklus 1 
Siklus 1 adalah tahun pertama PNPM-MP mulai diperkenalkan 
di suatu Kelurahan atau Desa. Berikut adalah rincian kegiatan pada 
siklus 1 ini sebagai berikut : 
1.) Sosialisasi dengan warga dan rembug kesiapan Masyarakat 
(RKM) 
Pada tahap awal datangnya PNPM di Desa / Kelurahan 
Patalan, team fasilitator PNPM bekerjasama dengan pemerintah 
Desa serta kepala Dusun melakukan sosialisasi tentang PNPM 
kepada masyarakat. Pilihan bebas masyarakat untuk menerima 
atau menolak PNPM MP yang didasari pemahaman konsep, 
substansi dan tahapan siklus PNPM dengan segala 
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konsekuensinya. Tujuan dari sosialisasi awal dan rembug 
kesiapan warga ini adalah untuk mendapatkan gambaran 
dinamika social masyarakat, menyebarluaskan informasi tentang 
akan adnya program PNPM-MP di kelurahan Patalan, 
membangun komitmen masyarakat untuk menerima atau menolak 
PNPM-MP dengan segala konsekwensinya, serta mendapatkan 
relawan yang mampu memfasilitasi dan mengawal program 
PNPM-MP di kelurahan Patalan. 
2.) Refleksi Kemiskinan 
Definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana 
masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik 
dalam aksesibilitas, pada faktor produki, peluang atau kesempatan 
berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam 
setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Sulistyani, 
2004 : 17). 
 Refleksi kemiskinan merupakan kegiatan dimana 
masyarakat meninjau kembali faktor-faktor penyebab kemiskinan 
di daerah mereka Tujuannya adalah untuk menumbuhkan 
kesadaran kritis masyarakat bahwa persoalan kemiskinan 
penyebab utama lunturnya moral. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya 
refleksi kemiskinan ini untuk dapat mengetahui akar penyebabnya 
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kemiskinan yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau 
masyarakat miskin saja, melainkan tanggung jawab bersama. 
3.) Pemetaan Swadaya 
Kegiatan pemetaan swadaya adalah suatu pendekatan 
partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk merumuskan 
sendiri berbagai persoalan yang dihadapi terutama masalah 
kemiskinan serta untuk menggali potensi-potensi yang mereka 
miliki, sehingga masyarakat lebih banyak mengutamakan 
kemampuan sumber dayanya sendiri tidak terlalu 
menggantungkan bantuan dari luar. Tujuan dan hasil yang 
diharapkan dari kegiatan pemetaan swadaya yaitu mendorong 
masyarakat dalam memahami persoalan kondisi nyata mereka 
sendiri, dan mendorong masyarakat menyadari potensi—otensi 
yang mereka miliki. 
Kemudian secara lebih rinci, output atau keluaran yang 
diharapkan yaitu untuk mendapatkan data-data dan rumusan 
permasalahan warga miskin menyangkut permasalahan 
lingkungan, ekonomi, dan social, untuk mendapatkan daftar 
keluarga miskin mulai dari namanya, alamatnya, serta 
permasalahan-permasalahan khusus dari masing-masing jiwa, 
serta untuk mendaptkan peta wilayah persebaran warga miskin 
tersebut dan juga peta tematik seperti kesehatan, pendidikan, atau 
sarana prasarana lingkungan. 
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4.) Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Menurut Marsudianto dan Fatah (2010 : 3) Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan nama generik yang 
dahulu pada saat pelaksanaan Program Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 1999 dinamakan 
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Setelah keberlanjutan 
pelaksanaan P2KP diperluas menjadi Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada 
tahun 2008, nama lembaga ini berubah menjadi Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM). 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan 
pimpinan kolektif yang menjadi wadah bagi masyarakat terutama 
masyarakat kurang mampu untuk menuyuarakan aspirasi dan 
kebutuhan mereka. LKM merupakan lembaga yang legal yang 
memiliki akta notaris dan memiliki jumlah anggota 13 orang 
melalui pemilihan di tingkat Desa, ke-13 orang anggota LKM ini 
menjadi utusan atau wakil dari masyarakat untuk menjembatani 
aspirasi masyarakat.Selain 13 orang anggota, dalam lembaga ini 
juga terdapat seorang sekretariat, UPL (Unit Pengelola 
Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Lingkungan), dan UPK (Unit 
Pengelola Keuangan) yang mana masing-masing unit ini memiliki 
tugas pokok dan fungsi  (tupoksi) masing-masing. 
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Salah satu fungsi dari lembaga ini adalah sebagai 
jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah 
perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan 
kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya 
penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat 
secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan 
kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, 
pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan ( 
Marsudianto. dkk, 2010 : 4 ). 
5.) Penyusunan PJM dan Renta Pronangkis 
Menurut Soetomo (2011 : 76) dalam mekanisme yang 
bersifat bottom-up ini, perencanaan pembangunan yang 
dugunakan adalah model perencanaan partisipatif. Isu yang 
menjadi mata program dalam perencanaan digali dari bawah yang 
diyakini sebagai masalah dan kebutuhan nyata masyarakat. 
PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses 
perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu sampai dengan 
3 tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu 
kelurahan. PJM pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi 
Ren-Ta atau rencana tahunan yang merupakan rencana investasi 
tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu 
kelurahan. Renta ini juga harus dilakukan secara partisipatif dan 
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dievaluasi setiap tahun, sedangkan PJM Pronangkis dievaluasi 
setiap 3 tahun sekali. 
PJM dan Renta Pronangkis bersifat “open menu”, yang 
maksudnya adalah terbuka sesuai dengan usulan masyarakat yaitu 
hasil dari pemetaan swadaya (PS), yaitu dengan merekapitulasi 
hasil kajian PS 1 sampai dengan PS 6. PS-1 adalah kajian tentang 
pemetaan wilayah sebaran warga miskin dan kajian lingkungan, 
PS-2 merupakan kajian wawancara KK miskin dan gambaran 
masalah lingkungan, PS-3 merupakan kajian permasalah 
ekonomi, PS-4 adalah pemetaan dan kajian permasalahan 
kesehatan, PS-5 adalah pemetaan dan kajian permasalahan 
pendidikan, kemudian yang terakhir PS-6 adalah kajian 
kelembagaan dan kepemimpinan. Dari keenam kegiatan PS 
tersebut dapat dilihat permasalahan-permasalahan yang ada di 
masyarakat, maka kemudian dapat tersusunlah program-program 
yang akan dilaksanakan selama periode 1-5 tahun. Berhubung 
jangka waktu setiap periode kepengurusan dalam LKM adalah 3 
tahun, maka PJM dibuat untuk jangka waktu tersebut. Kemudian 
Renta atau rencana tahunan adalah kegiatan disetiap tahunnya 
dari PJM tersebut. 
PJM dan Renta Pronangkis ini disusun oleh masyarakat 
sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat untuk membahas 
dan menyepakati prioritas program yang akan dilaksanakan 
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berdasarkan hasil-hasil pemetaan kemiskinan dengan melibatkan 
semua pihak di kelurahann setempat. 
6.) Pembentukan KSM 
Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM adalah 
kelompok kecil di masyarakat yang bertugas menyusun proposal 
kegiatan yang akan dilaksanakan, melaksanakan kegiatan, dan 
mengevaluasi sendiri kegiatan tersebut dengan didampingi oleh 
LKM dan faskel. Pembentukan KSM ini melalui musyawarah di 
tingkat Dusun yang melibatkan Kepala Dusun, ketua RT, 
karangtaruna, ibu-ibu PKK, serta tokoh masyarakat lainnya yang 
dipandang aktif dan bisa. Kemudian ditentukan ketuanya, 
sekretarisnya, bendaharanya dan ditentukan nama KSM yang 
dibentuk tersebut. 
7.) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada 
dasarnya adalah wakaf tunai yang dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan penanggulangn kemiskinan yang telah 
direncanakan oleh masyarakat di bawah koordinasi LKM. 
Dari hasil wawancara dengan koordinator LKM Karya 
Buana, Fasilitator PNPM-MP, ketua KSM, dan Pamong Desa 
yaitu Bapak “Mg”, mbak “Ln”, Bapak “Wk”, dan Bapak “Tr” 
mengungkapkan bahwa besar dana BLM yang diterima setiap 
BKM atau LKM setiap tahun berbeda-beda, sesuai dengan data 
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jumlah warga miskin di Desa / Kelurahan setempat. Dana BLM 
tersalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) yaitu melalui rekening LKM dimana dana 
dalam satu tahun tersebut masuk ke rekening LKM dalam dua 
tahap. Tahap 1 dana masuk sebesar 60% dengan rincian 
pemanfaatan 10% untuk Biaya Operasional (BOP) LKM, 50% 
untuk kegiatan infrastruktur yang dikelola oleh Unit Pengelola 
Lingkungan (UPL), 20% untuk kegiatan sosial yang dikelola oleh 
Unit Pengelola Sosial (UPS), dan 20% sisanya untuk kegiatan 
ekonomi bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola keuangan 
(UPK). 
Bila dana BLM telah masuk ke rekening LKM, kemudian 
LKM melaksanakan kegiatan sosialisasi pencairan dana BLM 
kepada pemerintah Desa Patalan, Kepala Dusun, dan masyarakat 
yang terlibat dalam KSM. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, 
LKM juga menyampaikan proritas program yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan (Renta) yang telah 
disusun berdasar kesepakatan hasil rapat. KSM atau Dusun yang 
mendapat jatah program kegiatan harus menyiapkan proposal 
perencanaan dengan didampingi oleh UP-UP sesuai bidang 
kegiatan. Bila proposal sudah beres, baru dana BLM akan cair 
sebesar 30%, kemudian setelah dialokasikan akan cair lagi 
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sebesar 60%, dan terakhir setelah LPJ program kegiatan dibuat 
dana 10% akan cair.  
Besar dana BLM yang diterima setiap KSM berbeda-beda 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. KSM sebagai 
wakil dari masyarakat terlibat langsung mulai dari tahap 
persiapan yaitu penyusunan program kegiatan, lalu pelaksanaan 
yaitu pembuatan proposal, pencairan dana dan pengalokasian 
dana, serta tahap pelaporan dan evaluasi yaitu membuat LPJ dan 
kegiatan monitoring.  
b. Siklus 2 
Siklus 2 adalah tahun kedua PNPM-MP bekerja di Kelurahan 
atau Desa yang sama. Sesuai dengan prinsip dasar yang harus dianut 
dalam melaksanakkan siklus ditingkat Kelurahan atau Desa, maka 
pada awal tahun kedua ini yaitu bulan Januari, rencana tahunan 
(Renta) yang telah disahkan dalam kegiatan Rembug Warga Tahunan 
(RWT) yang dilaksanakan pada bulan Desember siklus 1 
diintegrasikan dalam RPJMDes. Tujuan dari pengintegrasian Renta ke 
dalam RPJMDes adalah untuk menyesuaikan program kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh LKM dengan program kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh pihak Desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
antara program kerja LKM dengan program kerja Pemerintah Desa. 
Dari hasil wawancara dengan anggota LKM “Karya Buana, 
Fasilitator  PNM-MP, dan Pemerintah Desa Pataan dapat diketahui 
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bahwa pada siklus ke 2 ini kegiatannya diawali dengan sosialisai dana 
BLM tahap 1 kepada Pemerintah Desa Patalan, Kepala Dusun di desa 
Patalan, dan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) yang telah dibentuk. Setelah dana BLM tahap 1 dan 2 
disalurkan ke masyarakat selanjutnya LKM wajib melaksanakan 
kegiatan review. Ada tiga kegiatan review yang harus dilaksanakan 
yaitu review keuangan, review program, dan review kelembagaan. 
Kegiatan review ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meninjau 
ulang kinerja kelembagaan Lembaga Keswadayaan masyarakat 
(LKM), capaian rencana tahunan (Renta) yaitu dari program-program 
yang telah dilaksanakan melalui UP-UP (UPK,UPS, dan UPL), serta 
melihat kembali kinerja keuangan Lembaga Keswadayaan masyarakat 
(LKM) yang dilaksanakan oleh sekretariat Lembaga Keswadayaan 
masyarakat (LKM) dan juga Unit Pengelola Keuangan (UPK). 
c. Siklus 3 
Siklus 3 adalah tahun ketiga PNPM-MP bekerja dikelurahan 
yang sama. Pada siklus ke 3 ini kegiatannya sama dengan siklus 2, 
hanya saja siklus 3 adalah tahun terakhir pelaksanaan siklus dan 
berakhirnya masa bakti anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM). Dengan berakhirnya masa bakti ini maka Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) harus melaksanakan kegiatan 
pemilu atau pemilihan anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
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(LKM) seperti pada saat pembentukan Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) pada siklus 1 awal datangnya PNPM-MP. 
Dari hasil wawancara dengan anggota LKM Karya Buana, 
Fasilitator PNPM-MP, Pamong Desa dan Pemerintah desa Patalan 
dapat dipahami bahwa pada siklus 3 ini sebelum melaksanakan 
kegiatan review Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) 
melaksanakan kegiatan pemilihan anggota LKM yang baru, 
dikarenakan pada tahun ketiga ini masa bakti anggota LKM telah 
habis. Team pemilu terdiri dari anggota LKM, Pemerintah Desa, 
Dukuh-dukuh, dan juga tokoh masyarakat. Kegiatan pemilu LKM 
dilaksanakan mulai dari pemilu tingkat basis RT dengan memilih 5 
orang yang selanjutnya dikumpulkan di Dusun untuk dilaksnakan 
pemilihan di tingkat Dusun. Dari pemilihan di tingkat Dusun tersebut 
akan terpilih 3 orang yang salah satunya adalah perempuan untuk 
menjadi kandidat di pemilu tingkat Desa atau Kelurahan. 
Pemilu di tingkat Desa dilaksanakan dengan mengundang 
Pemerintah Desa Patalan terutama Lurah, kemudian seluruh Kepala 
Dusun di Desa Patalan, team fasilitator PNPM-MP, dan tokoh 
masyarakat terutama KSM. Anggota LKM yang terpilih sebanyak 13 
orang untuk masa bakti 3 tahun di tahun ke-4. Kemudian pada tahun 
ke-4 akan dilakukan siklus 1 sampai siklus 3 karena pada tahun ketiga 




2. Keberhasilan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat “Karya Buana” di Desa Patalan dalam Upaya 
Pengentasan Kemiskinan 
Asumsi dasar yang dianut oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Man
pendekatan finansial dam ekonomi, serta pemberdayaan. Untuk melihat 
tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan terlebih dahulu dipahami tentang 
makna pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan. Terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat ini, menurut  Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) 
berpendapat bahwa : 
“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana 
masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke 
sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan 
kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan 
mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus 
terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat 
bekerja sama dalam kelompok  formal maupun informal untuk 
berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai 
tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan 
suatu proses”. 
 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM- MP) sendiri merupakan program pemberdayaan masyarakat 
untuk memecahkan masalah kemiskinan yang merupakan pengembangan 
dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan) yang telah 
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dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 
membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Kemudian sejak tahun 
2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).  
Kemudian makna kemiskinan menurut Sulistiyani (2004 : 17) 
menjelaskan bahwa kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada 
suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas, pada faktor 
produki, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup 
lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat 
terbatas.  
Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan 
sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan 
merupakan kondisi yang serba terbatas baik dalam aksesibilitas, pada 
faktor produki, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, dan 
fasilitas hidup. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bermaksud 
mendorong warga miskin untuk meningkatkan kemandirian, 
mengembangkan potensi yang mereka miliki, memberikan akses dalam 
sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik (dalam hal ini 
pengambilan keputusan). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan 
proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota 
masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun informal untuk 
berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan 
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bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses 
sehingga masyarakat menjadi berdaya sama halnya dengan tujuan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan (PNPM-MP) 
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan fasilitator PNPM 
yaitu mbak “Ln” sebagai berikut : 
a. Terwujudnya masyarakat berdaya dan mandiri yang mampu 
mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya. 
b. Pemerintah Daerah semakin memahami dan mampu mau menerapkan 
model pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan 
masyarakat serta pendekatan kemitraan masyarakat. 
c. Capaian manfaat program kepada kelompok sasaran semakin efektif. 
d. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan 
sesuai dengan ebijakan PNPM. 
Berdasarkan tujuan tersebut dapat dilihat kriteria keberhasilan 
pelaksanaan suatu program yang kemudian dapat diketahui bagaimana 
keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) Karya Buana sebagai upaya pengentasan kemiskinan 
di Desa Patalan yakni sebagai berikut : 
a. Dari segi terwujudnya masyarakat berdaya dan mandiri, yakni terlihat 
dari upaya masyarakat menciptakan usaha dengan tambahan modal 
pinjaman dari UPK (Unit Pengelola Keuangan). Seperti yang 
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diungkapkan oleh Ibu “Mm”, Bapak “Sd”, Bapak “Br”, dan mbak 
“Kp” bahwa warga masyarakat sangat terbantu dengan adanya 
pinjaman dari UPK yang prosesnya mudah dan cicilannya ringan, jadi 
masyarakat yang memiliki usaha bisa mengembangkan usahanya 
melalui pinjaman modal dari UPK tersebut. Hal ini membuat tingkat 
perekonomian warga miskin meningkat. 
b. Dari segi capaian manfaat program kepada kelompok sasaran, dapat 
dilihat dari kegiatan pelatihan dan bantuan material untuk kegiatan 
rekontruksi rumah, pengerasan jalan, pembuatan saluran irigasi, 
plester dinding, serta bantuan jamban sehat seperti yang diungkapkan 
oleh Bapak “Sd”, Bapak “Br”, Ibu “Rn”, dan Bapak “Tj” bahwa 
masyarakat yang mendapatkan program pelatihan sangat senang dan 
antusias mengikuti pelatihan untuk mendapatkan keterampilan 
sehingga mereka memiliki potensi, terlebih masyarakat bisa 
melakukan tindak lanjut dari pelatihan tersebut dengan pinjaman 
modal dari UPK. Kemudian bagi masyarakat khususnya warga miskin 
yang  menerima bantuan infrastruktur berupa jamban dan rekontruksi 
rumah tidak layak huni kesejahteraan mereka meningkat. Aspek 
kesehatan masyarakat berawal dari penggunaan air bersih, 
kepemilikan jamban sehat, dan rumah yang layak huni. Dengan 
adanya bantuan jamban, plester dinding, dan rekontruksi rumah aspek 
kesehatan masyarakat terpenuhi yang selanjutnya menunjang 
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kesejahteraan mereka. Semua itu menandakan jika capaian manfaat 
kepada kelompok sasaran semakin efektif. 
Tingkat keberhasilan dari segi sosial  
Namun Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Desa Patalan 
belum memahami dan menerapkan model pembangunan partisipatif yang 
berbasis kelembagaan masyarakat serta pendekataan kemitraan masyarakat 
dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat. Seharusnya posisi 
LKM di tengah pemerintahan Desa Patalan adalah sebagai unit bagian 
yang sejajar dengan LPMD, BPD atau PKK. LKM merupakan institusi 
masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu asset Desa yang patut 
untuk didukung, dijamin dan diberdayakan oleh Pemerintah Desa. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan melalui Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat “Karya Buana” di Desa Patalan dalam 
Upaya Pengentasan Kemiskinan 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut anggota LKM 
dan fasilitator yaitu bapak Mg, mbak Ln, dan Ibu Nn faktor pendukung 
dan penghambat pelaksanaan  Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan melalui Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat “Karya Buana” di Desa Patalan dalam upaya pengentasan 
kemiskinan adalah sebagai berikut : 
a. Faktor pendukung pelaksanaan program PNPM MP melalui LKM 
Karya Buana di Desa Patalan  
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Yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program PNPM 
MP melalui LKM Karya Buana di Desa Patalan, yaitu : 
1.) Secara internal 
Faktor pendukung secara internal yaitu adanya orang-orang 
yang berjiwa sosial yang aktif, jadi beberapa anggota Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta UP-UP ada yang terus 
aktif melaksanakan program kerja meski SDM terbatas 
Menurut Budi Yuwono Direktur Jendral Cipta Karya 
Kementrian Pekerjaan Umum dalam Marsudianto dan Fatah 
(2010 : 3) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah 
lembaga pimpinan kolektif  dari suatu himpunan warga 
masyarakat ditingkat Kelurahan / Desa. Lembaga ini dibentuk 
melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali 
nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan 
sebagai pondasi modal sosial (capital social) kehidupan 
masyarakat.  
Kemudian menurut Marsudianto dan Fatah (2010 : 4) 
Lembaga Keswadayaan memiliki fungsi sebagai jembatan antara 
masyarakat dengan pemerintah. Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. 
Makna organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun 
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yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.  
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sebagai makhluk 
yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi 
sosial untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat mereka 
capai sendiri. Melalui suatu organisasi, masyarakat dapat 
berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah. 
Pada umumnya masyarakat lebih mengenal organisasi sosial ini 
dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam 
terjemahan harfiahnya dari bahasa inggris dikenal juga sebagai 
organisasi non-pemerintah (ornop) atau NGOs (Non-Govermental 
Organization) yang tersebar baik ditingkat lokal, nasional, 
regional, maupun internasional. Organisasi ini bukan menjadi 
bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara dan dalam 
kegiatannya pun tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
akan tetapi kegiatannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat 
umum. 
2.) Secara eksternal  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara eksternal faktor 
pendukung dari pelaksanaan PNPM-MP ini adalah partisipasi dari 




Menurut Madekan Ali (2007 : 86) Pemberdayaan 
masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk 
membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental 
maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok 
dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, 
dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu 
perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, 
mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas 
masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya 
identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat. 
Sedangkan definisi masyarakat menurut Soetomo (2011 : 25) 
masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi 
secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, 
terorganisasi.  
Dari kedua teori tersebut bila ditarik garis lurus antara 
keduanya dapat dihubungkan bahwa hakekat manusia sebagai 
mahkluk sosial yang butuh untuk berinteraksi dengan masyarakat 
dan tidak lepas dari kegiatan sosial dalam masyarakat. Ketika 
seorang individu memahami hakekatnya sebagai makhluk social 
dan sebagai bagian dari masyarakat, jiwa sosial yang ada pada 
setiap individu akan bangkit dan merasa bahwa berpartisipasi 
dalam kegiatan pemberdayaan adalah sebagai sebuah kebutuhan. 
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b. Faktor penghambat pelaksanaan program PNPM MP melalui LKM 
Karya Buana di Desa Patalan 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap 
anggota LKM dan fasilitator PNPM, yang menjadi faktor penghambat 
pelaksanaan program PNPM MP melalui LKM Karya Buana di Desa 
Patalan, yaitu : 
 
1.) Faktor internal 
Faktor penghambat secara internal yaitu kondisi 
kelembagaan di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Karya Buana dimana tidak semua anggota aktif berpartisipasi 
dalam kegiatan. Terlebih adanya kekosongan posisi Unit 
Pengelola Sosial (UPS), sehingga bila ada kegiatan di unit ini 
yang mengawasi adalah anggota LKM yang menjadi pokja UPS 
dengan bekerjasama dengan masyarakat atau Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM). 
Sondang P. Siagian (2000:53) mengemukakan makna  
organisasi sebagai sekelompok orang dalam suatu tempat atau 
wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara 
rasional, sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam 
memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. 
Suatu organisasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan 
eksistensinya diperlukan kinerja yang baik dan sungguh-sungguh, 
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baik dari pengurus maupun dari anggota organisasi tersebut. Oleh 
karena itu adanya partisipasi, keaktifan, tanggungjawab dan 
kerjasama para pengurus maupun anggota sangat penting guna 
mencapai tujuan bersama. 
Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
keaktifan anggota dalam sebuah organisasi seperti LKM ini 
sangat mendorong dalam upaya pelaksanaan programnya. 
Anggota LKM sebagai sumber daya dalam LKM yang ikut serta 
mendampingi dan menfasilitasi masyarakat dalam pelaksnaan 
program pemberdayaan, sejalan dengan pendapat dari bapak Mg, 
mbak Ln, dan Ibu Nn. 
2.) Faktor eksternal 
Faktor penghambat secara eksternalnya yaitu kurangnya 
partisipasi dari sebagian Kepala Dusun dan kerjasama dari 
Pemerintah Desa Patalan dan juga belum melaksanakan kegiatan 
kemitraan dengan perusahaan atau lembaga lain. 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan 
salah satu aset Desa yang seharusnya diberdayakan. Jadi, antara 
Pemerintah Desa dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM) harus ada kerjasama yang bagus. Peran Kepala Desa atau 
disebut Lurah dalam hal ini adalah memberikan dukungan dan 
jaminan sereta sebagai unsur utama pelaksana Program nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pendapat 
anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana 
yaitu Bapak “Mg”, Ibu ‘Nn” dan fasilitator yaitu  mbak “Ln” 
kemudian Bapak “Tj” selaku Pamong Desa yaitu salah satu 
kepala Dusun menyatakan bahwa peran seta dan dukungan dari 
Pemerintah Desa Patalan sangat minim, apalagi Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana belum menjalin 






















Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa  : 
1. Siklus pelaksanaan program PNPM MP di kelurahan dibedakan menjadi 
3 (tiga) siklus tahunan yaitu : 
a. Siklus 1  
Siklus 1 yaitu tahun pertama program PNPM mulai 
diperkenalkan di suatu kelurahan. Dan rincian kegiatannya yaitu : (1) 
Sosialisasi dengan warga dan rembug kesiapan Masyarakat (RKM); 
(2) Refleksi Kemiskinan; (3) Pemetaan Swadaya; (4) Pembentukan 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM); (5) Penyusunan PJM 
dan renta Pronangkis; (6) Pembentukan Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM); (7) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 
b. Siklus 2  
Siklus 2 yaitu tahun kedua program PNPM bekerja di 
kelurahan yang sama. Kemudian rincian kegiatan siklus 2 
diantaranya yaitu : (1) Penilaian terhadap kinerja kelembagaan 
LKM, (2) Penilaian terhadap capaian rencana tahunan (Ren-Ta), (3) 
Penilaian kinerja keuangan LKM. 
 
 
c. Siklus 3  
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Siklus 3 yaitu tahun ketiga program PNPM bekerja di 
kelurahan yang sama. Lalu kegiatan siklus 3 sama dengan siklus 2 
karena LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM juga masih 
berlaku merski tidak menutup kemungkinan untuk revisi. 
2. Keberhasilan pelaksanaan program (PNPM-MP melalui Lembaga 
Keswadayaan masyarakat (LKM) Karya Buana sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan dinilai dari berbagai segi 
berdasar tolok ukur tujuan program PNPM Mandiri Perkotaan itu sendiri. 
Keberhasilan ini dapat diamati yaitu : 
a. Dari segi terwujudnya masyarakat berdaya dan mandiri 
Masyarakat yang mendapatkan program pelatihan sangat 
senang dan antusias mengikuti pelatihan, lalu masyarakat bisa 
melakukan tindak lanjut dari pelatihan tersebut dengan pinjaman 
modal dari UPK untuk mengembangkan usahanya. 
b. Dari segi capaian manfaat program kepada kelompok sasaran 
Warga masyarakat sangat terbantu dengan adanya pinjaman 
dari UPK untuk mengembangkan usaha bagi yang sudah memiliki 
dan menciptakan usaha baru bagi masyarakat peserta pelatihan. 
Kemudian dari kegiatan infrastruktur masyarakat merasa sangat 
terbantu dengan adanya perbaikan dan pengerasan jalan, pembuatan 
saluran irigasi, rekontruksi rumah yang tidak layak huni, dan juga 
adanya bantuan jamban bagi warga miskin sehingga tingkat 
kesejahteraan mereka meningkat.  
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3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan adalah sebagai berikut : 
a. Faktor pendukung secara internal yaitu adanya orang-orang yang 
berjiwa soaial yang aktif. 
b. Faktor pendukung secara eksternal yaitu adanya partisipasi 
masyarakat dan beberapa Kepala Dusun yang cukup antusias 
menyambut kegiatan dan program PNPM-MP. Kemudian adanya 
BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari pemerintah pusat. 
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan di Desa Patalan adalah sebagai berikut : 
a. Faktor penghambat secara internal yaitu kondisi kelembagaan di 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana dimana 
tidak semua anggota aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Terlebih 
adanya kekosongan posisi Unit Pengelola Sosial (UPS). 
b.  Faktor penghambat secara eksternalnya yaitu kurangnya 
partisipasi dari sebagian Kepala Dusun dan kerjasama Pemerintah 
Desa Patalan dan juga belum melaksanakan kegiatan kemitraan 




Berdasarkan pada hasil penelitian dan  kesimpulan yang telah 
dikemukakan di atas maka saran yang peneliti ajukan antara lain : 
1. Bagi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana Patalan 
karena kondisi kelembagaannya kurang solid agar meningkatkan 
partisipasi dan keaktifan anggota LKM, yaitu dengan kegiatan penguatan 
kelembagaan misal dengan acara sharing, out bond, rekreasi atau bisa 
ditanggulangi dengan kegiatan rapat rutin yang dilaksanakan secara 
bergiliran di rumah anggota-anggota LKM. Kemudian LKM perlu 
melakukan kerjasama semacam channeling dengan lembaga lain atau 
dengan perusahaan melalui program kemitraaannya, sehingga 
sumberdana dan kegiatan yang dilaksanakan bertambah, serta perlunya 
melakukan pendekatan yang lebih terhadap Pemerintah Desa untuk 
menjalin kerjasama dan mendapatkan hak LKM sebagai asset Desa yang 
harus di jamin oleh Pemerintah Desa Patalan. 
2. Bagi anggota LKM Karya Buana dikarenakan para anggota banyak yang 
tidak aktif agar meningkatkan partisipasi dan keaktifannya demi 
tercapainya cita-cita untuk memberdayakan masyarakat dan upaya 
mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa Patalan. Anggota LKM 
harus memahami hakikat manusia sebagai makhluk social, agar jiwa 
kerelawanan dan kepedulian terhadak lingkungan social meningkat 




3. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota LKM Karya Buana dan 
para faskel yang mengeluhkan ketidak harmonisan hubungan antara 
LKM Karya Buana dan Pemerintah Desa yang kurang memberikan 
uluran tangan menjadi bagian dari lembaga Desa maka bagi Pemerintah 
Desa Patalan diharapkan uluran tangan untuk LKM Karya Buana yang 
sesungguhnya adalah bagian dari Pemerintah Desa Patalan. Lurah 
sebagai pemimpin Desa harus menjadi pelopor untuk memberikan 
dukungan dan jaminan seerta menjadi unsur utama pelaksana PNPM 
Mandiri Perkotaan demi terciptanya masyarakat yang berdaya dan 
mandiri. Pemerintah Desa Patalan harus memberikan dukungan baik 
materi, tenaga ataupun gagasan untuk bersama-sama melaksanakan 
program PNPM Mandiri Perkotaan demi memajukan Desa Patalan dan 
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Dokumentasi merupakan langkah menyempurnakan data. 
Dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan bahan dan 
tulisan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 
observasi agar data yang diperlukan menjadi valid dan lengkap. 
B. Melalui Arsip Tertulis 
1. Tahapan masuknya PNPM MP di Desa Patalan 
2. Sejarah berdirinya LKM Karya Buana 
3. Visi dan misi berdirinya LKM Karya Buana 
4. Struktur organisasi PNPM MP dan struktur organisasi LKM Karya 
Buana Desa Patalan 
5. Arsip data KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 
C. Foto  
1. Gedung atau fisik sec 
2. Sekretariat LKM Karya Buana 
3. Fasilitas yang dimiliki LKM Karya Buana 
4. Kegiatan pelaksanaan program PNPM MP melalui LKM Karya Buana di 
Desa Patalan  
 
































































Lampiran 3. Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Untuk anggota LKM 
1. Identitas Diri  
a. Nama   : 
b. Jabatan   : 
c. Usia   : 
d. Agama   : 
e. Pekerjaan  : 
f. Alamat   : 
g. Pendidikan Terakhir : 
2. Wawancara : 
a. Bagaimana partisipasi anggota LKM Karya Buana Patalan ? 
b. Bagaimana alur atau tahapan pelaksanaan program Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP) melalui LKM Karya Buana dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
c. Bagaimana respon Pemeritah Desa dan warga masyarakat terhadap 
LKM Karya Buana Patalan ? 
d. Harapan apa yang ingin dicapai oleh LKM Karya Buana dalam 
melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – 
Mandiri Perkotaan ? 
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e. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan  penghambat dalam  
pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
– Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui LKM Karya Buana di 
Desaa Patalan ? 
B. Untuk fasilitator Kelurahan (faskel) PNPM Mandiri Perkotaan 
1. Identitas Diri  
a. Nama   : 
b. Jabatan  : 
c. Usia   : 
d. Agama  : 
e. Pekerjaan  : 
f. Alamat  : 
g. Pendidikan Terakhir : 
2. Wawancara 
a. Apakah tugas dan peran seorang fasilitator ? 
b. Bagaimana program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – 
Mandiri Perkotaan  (PNPM-MP) dilaksanakan di tingkat kelurahan ? 
c. Kegiatan apasaja yang menjadi program dari (PNPM-MP) ? 
d. Bagaimana alur pelaksanaan program Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) ? 
e. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan  penghambat dalam  
pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
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– Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melalui LKM Karya Buana di 
Desaa Patalan ? 
f. Menurut pendapat anda apakah pelaksanaan program PNPM Mandiri 
Perkotaan melalui LKM Karya Buana di Desa Patalan berhasil ? 
C. Untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
1. Identitas Diri  
a. Nama    : 
b. Jabatan   : 
c. Usia    : 
d. Agama   : 
e. Pekerjaan   : 
f. Alamat   : 
g. Pendidikan Terakhir  : 
2. Wawancara : 
a. Apakah Lembaga Keswadayaan Masyarakat itu ? 
b. Apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) itu ? 
c. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanaya program PNPM-
MP dan LKM Karya Buana ? 
d. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 




g. Menurut pendapat anda apakah pelaksanaan program PNPM Mandiri 
Perkotaan melalui LKM Karya Buana di Desa Patalan berhasil ? 
D. Untuk Pemerintah Desa Patalan 
1. Identitas Diri  
a. Nama   : 
b. Jabatan   : 
c. Usia   : 
d. Agama   : 
e. Pekerjaan  : 
f. Alamat   : 
g. Pendidikan Terakhir : 
2. Wawancara : 
a. Apakah Lembaga Keswadayaan Masyarakat itu ? 
b. Apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) itu ? 
c. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanaya program 
PNPM-MP dan LKM Karya Buana ? 
d. Bagaimana peran dan partisipasi Pemerintah Desa dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 
LKM Karya Buana ? 
e. Menurut pendapat anda apakah pelaksanaan program PNPM 




Lampiran 4. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN I 
 
Observasi : I 
Tanggal : 19 April 2013 
Waktu  : 10.15 – 12.55 WIB 
Tempat : Kantor / Balai Desa Patalan dan Sekretariat LKM Karya Buana 
Kegiatan : wawancara dan ijin penelitian 
 
Pukul 10. 15 WIB, peneliti datang ke kantor Desa Patalan untuk bertemu 
dengan Lurah Desa Patalan yaitu Bapak “Sd” untuk menyerahkan surat ijin 
penelitian di Desa Patalan sekaligus memohon ijin untuk melaksanakan penelitian 
di LKM Karya Buana. Selanjutnya Bapak “Sd” memberikan ijin dan siap 
membantu peneliti terkait kelengkapan data atau bila membutuhkan profil Desa. 
Setelah bertemu dengan Lurah Desa selanjutnya peneliti mohon pamit untuk 
berpindah ke secretariat LKM Karya Buana, sekretariat LKM Karya Buana yang 
berada di lantai 2 GOR Grha Purba Buana tepatnya di samping kantor Desa 
Patalan. Peneliti bertemu dengan bapak “Mg” selaku koordintor LKM Karya 
Buana, untuk melakukan observasi sekaligus memohon ijin untuk melskksn 
penelitian di LKM Karya Buana. Setelah berkenalan, peneliti menyampaikan 
maksud dan tujuan kedatangannya. Peneliti memohon ijin kepada bapak “Mg” 
unttuk meneliti pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan yang 
dilaksanakan oleh LKM Karya Buana di Desa Patalan. Bapak “Mg” 
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mempersilakan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Setelah 
mendapatkan ijin, peneliti mulai melakukan kegiatan obervasi dan wawancara. 
Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota LKM. Berhubung 
kendala dengan waktu, anggota LKM menyarankan kepada peneliti untuk 
bertemu kembali pada agenda pertemuan rutin LKM yang nantinya dihadiri oleh 

















CATATAN LAPANGAN II 
 
Observasi : II 
Tanggal : 23 April 2015 
Waktu  : 15.00 – 17.35 WIB 
Tempat : Sekretariat LKM Karya Buana 
Kegiatan : wawancara dan mengikuti acara pertemuan LKM dan Pemdes 
 
Sesuai dengan kesepakatan kemarin, peneliti tiba di sekretariat LKM 
Karya Buana pada pukul 15.00 WIB. Ternyata pada saat itu akan ada pertemuan 
LKM dengan mengundang beberapa kepala Dusun dan perwakilan dari 
Pemerintah Desa untuk agenda pembentukan team Pemilu LKM Karya Buana. 
Pada saat ini LKM Karya Buana berada pada siklus ke-tiga, dimana pada siklus 
ini masa bakti anggota LKM sudah selesei dan harus dilakukan putaran awal 
siklus I, yaitu dimulai dengan pemilihan kembali anggota LKM mulai dari basis 
dasar yakni tingkat RT, kemudian Dusun, baru yang terakhir pemilihan tingkat 
Desa. Peneliti mengajukan pertanyaan seputar siklus PNPM MP ini kepada 
fasilitator PNPM yang kebetulan lengkap, ada senior faskel, faskel UPS, faskel 
UPL, dan fasel UPK sehingga peneliti mempunyai banyak kesempatan untuk 
wawancara seputar penelitian. Berhubung kendala waktu juga, maka peneliti 
memohon waktu untuk bertemu dengan faskel lagi. Kami sepakat untuk bertemu 
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kembali pada hari Sabtu karena bertepatan dengan jam kerja atau jadwal buka 
secretariat LKM. 
 
CATATAN LAPANGAN III 
 
Observasi : III 
Tanggal : 27 April 2015 
Waktu  : 10.00 – 14.00 WIB 
Tempat : Sekretariat LKM Karya Buana 
Kegiatan : wawancara dengan Fasilitator PNPM MP 
Pada hari Sabtu ini, sesuai dengan kesepakatan unntuk bertemu dengan 
faskel di sekretariat LKM Karya Buana pada pukul 10.00 WIB. Di kantor LKM 
telah ada 3 orang petugas UPK, yaitu mbak “Kp”, mbak “Ne”, dan Ibu “Sp” serta 
mbak “In” dan Ibu “Nn” selaku anggota LKM, kemudian mas “Hr” selaku 
secretariat LKM. Berhubung para faskel belum dating maka peneliti 
mewawancarai mbak “In” dan mas “Hr” seputar siklus PNPM, tupoksi LKM, 
faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program PNPM MP di 
LKM Karya Buana ini. Selang 15 menit kemudian datanglah mbak “Ln” selaku 
senior faskel dan mas “Bm” selaku faskel pendamping kegiatan ekonomi (UPK 









CATATAN LAPANGAN IV 
 
Observasi : IV 
Tanggal : 04 Mei 2013 
Waktu  : 09.15 – 14.00 WIB 
Tempat : Pendopo Dusun Ketandan 
Kegiatan : Pelatihan budidaya tanaman sayur system polybag 
Pada hari ini peneliti diundang oleh teman-teman LKM untuk ikut serta 
menyaksikan pelatihan dari Unit Kegiatan Sosial (UPS) yaitu pelatihan “Budidaya 
tanaman sayur system polybag” yang dilaksanakan oleh KSM Tani Lestari II dan 
bertempat di pendopo Dusun Ketandan. Peneliti menyaksikan dan mengikuti 
pelatihan ini sembari melaksanakan wawancara terhadap anggota LKM, anggota 













CATATAN LAPANGAN V 
 
Observasi : V 
Tanggal : 11 Mei 2013 
Waktu  : 10.07 – 14.45 WIB 
Tempat : Sekretariat LKM Karya Buana 
Kegiatan : wawancara 
Pada hari Sabtu ini, peneliti kembali mendatangi kantor secretariat LKM 
Karya Buana. Di secretariat tersebut seperti biasa terdapat 3 orang petugas UPK, 
KSM ekonomi yang membayar angsuran pinjaman di UPK, mas “Hr” selaku 
secretariat LKM Karya Buana, mbak “Wn” selaku UPS, dan Bapak “En” selaku 
UPL. Sebelumya peneliti telah membuat janji dengan mbak “Wn” dan pak “En” 













CATATAN LAPANGAN VI 
 
Observasi : VI 
Tanggal : 13 Mei 2013 
Waktu  : 08.30 – 10.15 WIB 
Tempat : Kantor Desa Patalan 
Kegiatan : wawancara 
Pada hari ini peneliti kembali mendatangi kantor Desa Patalan untuk 
bertemu dengan bapak Lurah. Peneliti diminta menunggu sesaat karena beliau 
sedang ada tamu. Sembari manunggu, peneliti bertemu dengan bapak “Tj” salah 
seorang kepala Dusun di Desa Patalan. Beliau menjadi team pemilu LKM Karya 
Buana, sehingga peneliti telah mengenal Bapak “Tj”. Kepada Bapak “Tj” peneliti 
mengajukan beberapa pertanyaan seputar penilaian beliau terhadap ukuran 
keberhasilan pelaksanaan program PNPM MP melalui LKM Karya Buana di Desa 
Patalan. Setelah 20 menit berbincang-bincang, peneliti dippanggil oleh staf 
kelurahan dikarenakan pak Lurah sudah bisa ditemui. Selanjutnya peneliti mohon 
ijin kepada bapak “Tj” untuk menemui pak Lurah, dan kemudian peneliti 








CATATAN LAPANGAN VII 
 
Observasi : VII 
Tanggal : 21 Mei 2013 
Waktu  : 14.00 – 15.56 WIB 
Tempat :Sekertariat LKLM Karya Buana 
Kegiatan : wawancara 
Untuk kelengkapan data, pada hari ini peneliti telah membuat janji dengan 
bapak “En” selaku UPL untuk melaksanakan wawancara dan juga diantar bapak 
“En” menemui salah satu anggota KSM lingkungan sekaligus penerima manfaat 
kegiatan infrastruktur jambanisasi. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada bapak “Sg” dan bapak “Br” selaku anggota KSM sekaligus penerima 
manfaat kegiatan infrastruktur. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit dan 












CATATAN LAPANGAN VIII 
 
Observasi : VIII 
Tanggal : 25 Mei 2013 
Waktu  : 09.00 – 13.00 WIB 
Tempat :Dusun Karangasem 
Kegiatan : wawancara 
Peneliti kembali diajak oleh UPS LKM Karya Buana untuk menyaksikan 
pelatihan, kali ini adalah pelatihan pembuatan Batako yang diaksanakan di rumah 
salah satu kepala Dusun. Kegiatan pelatihan ini pesertanya adalah laki-laki, ada 
yang masih muda, bapak-bapak usia paruhbaya. Disela-sela pelatihan peneliti 
kembali mewawancarai mbak “Wn” selaku UPS dan juga bapak “Br” selaku 
anggota KSM Bangun Jaya II yang melaksanakan pelatihan pembuatan batako ini. 
Pelatihan ini telah diaksanakan pada program kerja tahun lalu, tahun ini 
dilaksanakan kembali untuk mencover Dusun yang belum mendapatkan pelatihan 










CATATAN LAPANGAN IX 
Observasi : IX 
Tanggal : 01 Juni 2013 
Waktu  : 13.00 – 15.15 WIB 
Tempat : Sekretariat LKM Karya Buana 
Kegiatan : wawancara 
Pada hari ini peneliti kembali menemui sekretariat LKM, petugas UPK 
dan salah satu anggota LKM untuk melaksanakan wawancara lagi. Peneliti 

















CATATAN LAPANGAN X 
 
Observasi : X 
Tanggal : 15 Juli 2013 
Waktu  : 13.30 – 15.55 WIB 
Tempat : Aula Kantor Desa Pataan 
Kegiatan : Observasi, wawancara 
 
Hari ini adalah hari pelaksanaan pemilu LKM Karya Buana tingkat 
kelurahan. Peneliti telah mohon ijin kepada koordinator LKM untuk turut serta 












Lampiran 5. Analisis Data 
ANALISIS DATA 
(Display, Reduksi dan Kesimpulan) Hasil Wawancara 
A. Wawancara dengan anggota Lembaga keswadayaan Masyarakat (LKM) 
dan fasilitator Kelurahan (fakel) 
1. Bagaimana partisipasi anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM) Karya Buana ? 
Mg : “tergantung pada jiwa sosialnya mbak, ada yang aktif ada 
yang tidak aktif mengikuti program kerja”. 
Nn : “ya yang aktif ya aktif terus, yang tidak aktif ya jarang 
sekali datang”. 
En : “untuk UP-UP berhubung ada SKnya ya kami selalu 
berusaha aktif karena kami mempunyai tanggung jawab, 
namun untuk anggota LKM ya ada yang aktif ada tidak”. 
Kesimpulan : tidak semua anggota Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM) aktif berpartisipasi dalam kegiatan 
pelaksanaan program kerja, yang selalu aktif adalah UP-
UP (unit pelaksana) social, ekonomi, dan juga Lingkungan 
karena mereka memiliki SK. 
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2. Bagaimana alur pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang dilaksanakan 
melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Buana 
sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
Hr  : “melalui siklus yaitu siklus 1 sampai 3. Siklus 1 yaitu 
bulan Januari sampai Desember tahun pertama, cakupan 
kegiatan di siklus ini ada RKM atau Rembug Kesiapan 
Masyarakat dan Kerelawanan, ada Refleksi Kemiskinan 
(RK), Pemetaan Swadaya (PS), pembentukan LKM, 
penyusunan PJM dan Renta Pronangkis, Pengorganisasian 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dan terakhir 
stimulant Bantuan Langsung Masyarakat atau dsingkat 
BLM.” 
In :” melalui siklus yaitu siklus 1 sampai 3, siklus 1 seperti 
yang dijelaska oleh mas Hr. kemudian siklus 2 ini diawali 
dengan serangkaian kegiatan meninjau ulang kinerja 
kelembagaan LKM, capain Rencana Tahunan, dan kinerja 
keuangan LKM (UPS, UPL, UPK, dan secretariat ) yang 
kemudian disampaikan dalam Rembug Waga Tahunan ( 
RWT ). Lalu siklus 3 pada dasarnya sama dengan siklus 2 
karena LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM 
juga masih berlaku. Terakhir siklus 4 yaitu bulan Januari-
Desember tahun keempat LKM sudah selesei masa baktinya 
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pada siklus 3, PJM juga sudah selesei, maka pada siklus 4 
dimulai dengan putaran awal siklus 1” 
Ln : “Berdasarkan prinsip dasar yang dianut dalam 
melaksanakan siklus di tingkat Kelurahan ini mbak maka 
siklus pelaksanaan PNPM di kelurahan dapat dibedakan 
menjadi 3 siklus tahunan, yaitu siklus 1 dimana tahun 
pertama PNPM mulai diperkenalkan di suatu kelurahan, 
siklus 2 dimana tahun kedua PNPM bekerja dikelurahan 
yang sama, dan siklus 3 dimana tahun ketiga PNPM bekerja 
di kelurahan yang sama. Selanjutnya pada tahun ke-4 akan 
dilakukan siklus 1 seperti pada tahun pertama karena pada 
tahun ketiga masa bakti anggota LKM berakhir dan PJM 
Pronangkis juga telah berakhir, seperti itu.” 
Kesimpulan : Siklus pelaksanaan program PNPM MP di kelurahan 
dibedakan menjadi 3 (tiga) siklus tahunan yaitu : 1 dimana 
tahun pertama PNPM mulai diperkenalkan di suatu 
kelurahan, siklus 2 dimana tahun kedua PNPM bekerja 
dikelurahan yang sama, dan siklus 3 dimana tahun ketiga 
PNPM bekerja di kelurahan yang sama. Selanjutnya pada 
tahun ke-4 akan dilakukan siklus 1 seperti pada tahun 
pertama karena pada tahun ketiga masa bakti anggota LKM 
berakhir dan PJM Pronangkis juga telah berakhir”. 
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3. Bagaimana peran serta Pemerintah Desa Patalan dalam pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Karya Buana sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Patalan ? 
Nn : “Pemdes itu ikut terlibat bila ada undangan saja, itupun 
kadang dating kadang tidak.” 
Ln : “sekian lama saya mendampingi, di kelurahan ini peran 
pemdes masih kurang aktif, kurang melibatkan LKM 
dalam kegiatan pemerintahan dan program pemberdayaan 
yang mereka miliki”. 
Tk : “peran Pemdes dalam pelaksanaan PNPM ini kurang 
maximal mbak, sepertinya mereka memang kurang paham 
tentang tugas pokok dan fungsinya”. 
Kesimpulan : peran Pemerintah Desa Patalan belum efektif, 
Pemerintah Desa hanya mengikuti kegiatan bila ada 
undangan saja.  
4. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan Program PNPM mandiri 
Perkotaan melalui LKM Karya Buana sebagai upaya pengentasan 
Kemiskinan di Desa Patalan  ? 
Rn  : adanya LKM sama PNPM menurut yang saya rasakan 
sendiri kegiatannya sangat membantu warga terutama 
warga miskin seperti kami ini mbak. Dulu rumah saya 
Cuma rumah IOM, mau bangun ya masih nabung kumpul-
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kumpul uang orang material juga mahal belum lagi bayar 
tukang. Nah untung saja ada LKM dan PNPM itu saya 
dapat bantuan material untuk membuat rumah. Saya sangat 
senang sekali karena saya kan punya balita to mbak, kalo 
rumah sudah permanen begini kan lebih nyaman”. 
Mm : “kalau menurut saya mbak tingkat keberhasilan program 
PNPM di Desa Patalan ini, khususnya bagi saya sendiri lalu 
teman-teman yang jadi anggota KSM ekonomi dan 
mendapat pinjaman modal untuk usaha itu kita jadi bisa 
punya modal, ada yang bertambah modalnya, jadi usaha 
bisa dikembangkan. Kalau masyarakat banyak yang bisa 
punya usaha meskipun kecil itukan juga meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi to mbak. Jadi ya saya rasa cukup 
berhasil, apalagi cicilan ringan, ada IPTWnya, jumlah 
pinjaman juga bisa meningkat.” 
Tk : “dari segi pandangan saya terkait keberhasilan 
pelaksanaan program PNPM ini dek, hanya satu aspek yang 
belum bisa berhasil. Tidak jauh dari apa yang dikatakan 
UPK tadi , jadi salah satu tujuan dari PNPM ini adalah 
mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan sesuai kebijakan PNPM dengan pemerintah 
Desa setempat atau dengan lembaga lain. Nah, masalahnya 
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di Patalan ini antara LKM dengan Pemerintah Desa sama 
sekali belum ada hubungan yang harmonis, yang 
seharusnya bisa saling melengkapi.”  
Kesimpulan : tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandirir Perkotaan (PNPM-
MP) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
bila dilihat dari capaian manfaat kepada kelompok sasaran 
sudah efektif dan  mampu meningkatkan kemandirian 
masyarakat melalui kegiatan pelatihan, peningkatan fasilitas 
yang meninjang mobilitas masyarakat, meningkatkan 
kesejahteraan secara social dan ekonomi. 
5. Apa faktor pendukung secara internal dan eksternal pelaksanaan 
Program PNPM mandiri Perkotaan melalui LKM Karya Buana Desa 
sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Desa Patalan ? 
Mg  : “faktor pendukung dari pelaksanaan program ini menurut 
hemart saya yang pertama adanya orang –orang yang 
berjiwa social yang aktif berpartisipasi di LKM ini, lalu 
tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan 
masyarakatnya tinggi”. 
Ln : faktor pendukung dari internalnya ya mbak, yaitu 
kerjasama UPS, UPL, Sekretariat, UPK, dan koordinator 
serta beberapa anggota LKMnya ya mereka mau saling 
membantu meski hanya itu-itu saja yang aktif. Terus faktor 
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pendukung secara eksternalnya  tingkat partisipasi 
masyarakat yang tinggi dan adanya BLM ini juga 
berpengaruh lho mbak, LKM sini kn belum ada chanelling 
jadi sumber dana utama ya dari BLM saja”. 
Ag : “faktor pendukungnya ya antusiasme warga masyarakat 
mbak”. 
Tj : “faktor pendukung dari pelaksanaan program ini ya 
antusiasme masyarakat dan pamong Desa seperti Kadus, 
kana da to mbak Kadus yang istilahnya welcome dan 
antusias terhadap program LKM dan PNPM. 
Kesimpulan : faktor pendukung dari segi intenalmya adalah adanya 
orang –orang yang berjiwa social yang aktif berpartisipasi 
di LKM ini, lalu faktor eksternalnya adalah tingkat 
partisipasi masyarakat dan Kepala Dusun dalam upaya 
pemberdayaan masyarakatnya tinggi dan adanya dana BLM 
dari pemerintah pusat. 
6. Apa faktor penghambat secara internal dan eksternal pelaksanaan 
Program PNPM mandiri Perkotaan melalui LKM Karya Buana sebagai 
upaya pengentasan Kemiskinan di Desa Patalan ? 
Mg  : “faktor penghambatnya adalah tingkat partisipasi beberapa 
anggota LKM yang rendah, jadi tidak semua aktif. 
Kemudian Dukuh-Dukuh yang pasif atau cuek dengan 
kegiatan LKM, dan Pemerintah Desa yang kurang paham 
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tupoksinya di LKM. LKM ini seharusnya jadi lembaga 
Desa yang penting dan Kepala Desa atau Lurah seharusnya 
menjadi pengarah, pelindung, memberikan bantuan.” 
Ln : faktor penghambatnya secara internal ya dari 
kelembagaannya sendiri mbak, jadi keaktifan dari anggota-
anggota LKMnya sendiri kurang, apalagi terdapat 
kekosongan posisi UPS, semua itukan menghambat kerja, 
yang tadinya ada SDM ini jadi kekurangan. Kalau rapat dan 
ada kegiatan ya cuma itu-itu saja orangnya. Lalu secara 
eksternal Pemdes dukungan dan kerjasamanya sangat 
kurang dan LKM pun belum menjalin kemitraan dengan 
pihak lain” 
Ag : Faktor penghambatnya ya mengkin dari anggota LKMnya 
itu sendiri aktif atau tidak, saya lihat belum semua aktif.” 
Tj : “jadi ada beberapa Kepala Dusun yang kemarin menolak 
jatah pelatihan untuk masyarakat, padahal kan bermanfaat. 
Kalo faktor penghambat ya mungkin itu tadi mbak, sama 
terkait hubungan dengan Pemerintah Desa kalo pandangan 
saya selaku salah satu Kepala Dusun saya melihat pihak 
Desa belum  merangkul dengan erat. Kemarin waktu 
musrenbangdes saya lihat ada dari LKM tapi kok LKM 
tidak dapat jatah ADD, dan kemarin sempat terjadi misscom 
waktu kegiatan bantuan alkes itu, wah jadi masalah di 
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Dusun-Dusun itu mbak. Padahalkan LKM mengundang 
Pemdes waktu sosialisasi pemanfaatan dana BLM tapi kok 
ya dari Pemdes tidak paham.” 
Kesimpulan : Faktor penghambat secara internal yaitu kondisi 
kelembagaan di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
Karya Buana dimana tidak semua anggota aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan. Terlebih adanya kekosongan 
posisi Unit Pengelola Sosial (UPS), sehingga bila ada 
kegiatan di unit ini yang mengawasi adalah anggota LKM 
yang menjadi pokja UPS dengan bekerjasama dengan 
masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 
Faktor penghambat secara eksternalnya yaitu kurangnya 
partisipasi sebagian Kepala Dusun dan kerjasama 
Pemerintah Desa Patalan dan juga belum melaksanakan 












Lampiran 6. Foto Kegiatan 
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Gambar1. Kegiatan Siklus PNPM-MP, Pemilu LKM karya Buana 
 
   




























Gambar 7. Kegiatan rapat rutin dan review program 
 
 











Gambar 10. Kegiatan pengerasan jalan 
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